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   P U T U S A N
        NOMOR :  135/G/2008 /PTUN- JKT.

      DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  

putusan  sebaga i  ber i ku t  d i  bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  

:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  WANANAULI  NUSAPERSADA, (d iwak i l i  o leh  Drs .  CHUZAIRIN  

PASARIBU) ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Di rek tu r ,  bera lamat  di  Ja lan  

Sanjaya  Taman I  B,  Jakar ta  12110,  Dalam 

hal  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa   Khusus  

tangga l  19 Agustus  2008  member ikan  kuasa  

kepada  :  HERU SANTOSO,  SH. ,  MH.,  IMRON 

HALIMI ,  SH. ,   UKI  INDRA BUDHAYA,  SH. ,  

RIZAL  FAUZI  RITONGA,  SH. ,  semuanya  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat  pada  Kanto r  Hukum HERU SANTOSO & 

REKAN,  bera lamat  di  Graha  I rama  Lanta i  

8G,  Ja lan  H.R.  Rasuna  Said  Blok  X- 1,  

Kav.  1- 2,  Jakar ta  12950,  se lan ju t nya  

disebu t  

sebaga i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .  PENGGUGAT ;   

     L a w a n :

MENTERI  KEHUTANAN REPUBLIK  INDONESIA,  berkedudukan  di  

Gedung -

Manggala  Wanabakt i  Blok  I  Lanta i  4,  

Halaman 1 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.

Disclaimer
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Ja lan  Gato t  Subro to ,  Senayan,  Jakar t a  

Pusat ,  da lam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  

Kuasanya  :  SUPARNO, SH. ,   ;  KRISNA RYA,  

SH. ,  ;  SUPARDI,  SH. ,  ;  Drs.  AFRODIAN 

LUTOIFI ,       S,  M.Hum.,  ;  ENDI  SUGANDI,  

SH. ,  MH.,  ;                     M.  

ZAENURI,  SH. ,  ;  HERDIANTO,  SH. ,  

Kesemuanya  Pegawai  Depar temen  Kehutanan  

Republ i k   Indones ia ,

berkedudukan  d i  Gedung  Manggala  

Wanabakt i  Blok  VI I  Lanta i  3,  Ja lan  Gato t  

Subro to ,  Senayan,  Jakar t a  Pusat ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  

KS.11/Menhut - I I / 2008 . ,  tangga l  18 

September  2008,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  ……..……..  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Telah  membaca Sura t  Gugatan  tangga l  25 Agustus  2008 yang  

te lah   d ida f t a r kan  di  Kepan i t e raan   Pengad i l an   Tata  

Usaha   Negara    Jakar t a  tangga l  25 Agustus  2008 dibawah  

reg i s t e r  perkara  Nomor  :   135/G/2008 /PTUN- JKT dan  te l ah  

dipe rba i k i  pada  pemer iksaan  pers iapan  tangga l   8 

September  2008;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  135/PEN- DIS/2008/PTUN- JKT. ,  

tangga l  28 Agustus  2008 ten tang  Pemer iksaan  dengan Acara  

Biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor  :  135/PEN/2008/PTUN- JKT,  tangga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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28 Agustus  2008  ten tang   Penunjukan   Maje l i s  Hakim yang  

memer iksa  dan memutus  perkara  in i  ;  - - - - - -

- Telah  membaca Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s   Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  135/PEN- HS/2008/PTUN-

JKT. ,  tangga l  28  Agustus  2008  ten tang  Har i  Sidang  

Pemer iksaan  Pers iapan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca dan  memer iksa  berkas  perkara ,  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  maupun  sura t - sura t  la i nnya  yang  dia jukan  oleh  

para  p ihak  yang  berperka ra  di  pers i dangan   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan   da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

TENTANG DUDUKNYA     PERKARA    :

bahwa,  Penggugat  da lam  sura t  gugatannya  te r t angga l  

25  Agustus  2008  yang  te lah   d ida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  

Pengad i l an   Tata   Usaha    Negara    Jakar ta  tangga l  25  

Agustus  2008  dibawah  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

135/G/2008 /PTUN- JKT dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  pemer iksaan  

pers i apan  tangga l   8  September  2008,  te l ah  mengemukakan  

hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  - - - -

OBYEK  GUGATAN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  SK.34/Menhut -

I I / 2008 ,  tangga l   14  Februar i  2008  ten tang  PENCABUTAN SK 

No:  188/Kpts - I I / 1999 ,  tangga l        8 Apr i l  1999  ten tang  

Pelepasan  Kawasan  Hutan  se luas  + 8.255 ,30  Ha,        yang  

te r l e t a k  d ike lompok  Hutan  Sungai  Barumun dan  sek i t a r nya ,  

Halaman 3 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhanbatu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t   I  Sumatera  Utara ,  

untuk  Usaha  Budidaya  Perkebunan  atas  nama 

PT.  Wananaul i  Nusapersada .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

LANDASAN  PENGAJUAN  GUGATAN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  Pasa l  53  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Orang  atau  badan  hukum perda ta  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dapat  

mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengadi l an  yang  

berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  dise r t a i  tun tu tan  

gant i  rug i  dan/a tau  d i rehab i l i t a s i .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  gugatan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

a.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik . ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUDUK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dasar  dan  alasan  dia j ukannya  Gugatan  Tata  Usaha  Negara  

ten tang  tun tu tan  Pembata lan  te rhadap  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  

14 Februar i  2008 ada lah  sebaga i  ber i ku t    :  - -

Bahwa  PENGGUGAT ada lah  Pemegang  Hak  Pelepasan  Kawasan  

Hutan  yang  dike lua r kan  oleh  Menter i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  berdasarkan   Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  dan  Perkebunan  tangga l  08  Apr i l  1999  No:  

188/Kp ts - I I / 1999 ,  ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  

se luas          + 8.255 ,30  Ha,  yang  te r l e t a k  dike lompok  

Hutan  Sungai  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Labuhanbatu ,  

Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha  

Budidaya  Perkebunan  atas  nama  PT.  Wananaul i  

Nusapersada .  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa PENGGUGAT ada lah  Perseroan  Terbatas  yang  d id i r i k an  

pada  tangga l  10  Maret  1995  dihadapan  Notar i s  Ny.  

Haj jah  Zahara  Pohan  dengan  Akte  :  Perseroan  Terba tas  

“PT.  Wananaul i  Nusapersada“ ,       Nomor  :  10  dan  Akte  

Perubahan  pada  Notar i s  yang  sama Nomor  :  1,  tangga l  2 

Agustus  2  Agustus  1996.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  saat  i t u ,  untuk  mempero leh  Hak  Pelepasan  

Kawasan  Hutan  te rsebu t  d ia tas  (bu t i r  1) ,  PENGGUGAT 

harus  te r l eb i h  dahu lu  mengurus  dan  mempero leh  i j i n -

i j i n  secara  ber j en j ang  yang  dimula i  dar i  permohonan  

I j i n  Lokas i  dar i  Kantor  Per tanahan  Labuhanbatu .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  saat  penga jukan  permohonan  I j i n  Lokas i  mela lu i  

Sura t  Permohonan  No.  :  23A/KS/ I I / 1 994  tangga l  21 

Pebruar i  1994  dan  No.  :  56A/ST/ IV /1994  tanga l  6  Apr i l  

1994,  d ia jukan  atas  nama  Yayasan  MAJU TAPIAN  NAULI  

yang  bera lamat  d i  Ja lan  Sanjaya  Taman No.  I  B,  Jakar t a  

Halaman 5 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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Sela tan ,  yang  did i r i k an  berdasarkan  Akte  Notar i s  Ny.  

Haj jah  Zahara  Pohan Nomor  :  1 tangga l  1 Pebruar i  1991.  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  AKTA  PERUBAHAN  ANGGARAN  DASAR 

PT.  Wananaul i  Nusapersada  (PENGGUGAT)  yang  dibua t  

d ihadapan  Notar i s  Ny.  Haj jah  Zahara  Pohan  No.  1 

tangga l  2  Agustus  1996,  Yayasan  MAJU TAPIAN  NAULI  

te lah  di te r ima  masuk  keda lam  perseroan  te rba tas  PT.  

WANANAULI  NUSAPERSADA  (PENGGUGAT).   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa PT.  Wananaul i  Nusapersada  (PENGGUGAT)  send i r i  juga  

te lah  mengajukan  Sura t  Permohonan  I j i n  Lokas i  untuk  

usaha  perkebunan  kepada  Kepala  Kantor  Per tanahan  

Labuhanbatu ,  dengan  Sura t  Permohonan,  No  :  

012/KS/ I I I / 1 995  tangga l  23  Maret  1995;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  Yayasan  MAJU TAPIAN NAULI  se jak  tangga l  

2  Agustus  1996  te l ah  di te r ima  masuk  keda lam  PT.  

Wananaul i  Nusapersada  (PENGGUGAT),  maka  se lan ju t nya  

dalam  per i s t i wa  hukum  yang  berka i t an  dengan  I j i n  

Lokas i  yang  dia j ukan  o leh  Yayasan  MAJU TAPIAN  NAULI  

ada lah   te rmasuk  kepent i ngan   PENGGUGAT.  ;  

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  dasar  sura t  permohonan  PENGGUGAT te rsebu t  

d ia tas ,  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  Labuhanbatu  

te lah  mengeluarkan  I j i n  Lokas i ,  masing- masing  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  Keputusan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No.  :  460/07 /588 - IL / I I I / 1 9 94  tangga l  31  Maret  1994.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  dipe rpan jang  2  (dua)  ka l i ,   ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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- No.  460/34 /574 - IL / I I I / 1 995  tangga l  31 Maret  1995.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  460/55 /601 - IL / IV / 1996  tangga l  4  Apr i l  1996.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No.  :  460/11 /593 - IL / IV / 1994  tangga l  28  Apr i l  1994.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  d iperpan jang  2  (dua)  ka l i ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  460/35 /574 - IL / I I I / 1 995  tangga l  31 Maret  1995.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  460/56 /601 - IL / IV / 1996  tangga l  4  Apr i l  

1996. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No.  :  460/36 /921 - IL / IV /1995  tangga l  21  Apr i l  1995.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  d iperpan jang  1  (sa tu )  ka l i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  No.  460/57 /601 - IL / IV / 1996  tangga l  4  Apr i l  1996.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bersama  :  Menter i  

Kehutanan ,  Menter i  Per tan ian  dan  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No  364/Kp ts - I I /  90,  

519/Kp ts /HK.050 /7 /90 ,  23- VI I I - 90,  tangga l  25  Ju l i  1990  

ten tang  Keten tuan  Pelepasan  Kawasan  Hutan  dan  

Pember ian  Hak  Guna  Usaha  untuk  Pengembangan  Usaha 

Per tan ian ,  te rnya ta  i j i n  lokas i  bukan  merupakan  satu  

satunya  i j i n  untuk  melakukan  usaha  perkebunan,  akan  

te tap i  masih  di  per lukan   ke lan ju tan  i j i n  la i nnya .  

Oleh  karena  i t u   I j i n  Lokas i  yang  d i t e r b i t k an  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Labuhanbatu  ada lah  

merupakan  sa lah  satu  sarana /  syara t  awal  untuk  

mendapatkan  beberapa   i j i n  se lan ju t nya ,   anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pencadangan  Tanah  dar i  Gubernur  Kepala  Dat i  I ;  

Halaman 7 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perse tu j uan  Pr ins i p  dar i  Menter i  Per tan ian  RI ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Proyek  Proposa l  yang  te lah  dise tu j u i  o leh  Dinas  Dat i  I  

l i ngkup   per tan ian  bersangku tan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

I j i n  Menter i  Kehutanan  RI ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

I j i n  Hak  Guna  Usaha  dar i  Badan  Per tanahan  Nasiona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  sete lah  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Labuhanbatu  mengeluarkan  i j i n  lokas i  te rsebu t  (bu t i r  

8) ,  demi  te r t i b  admin is t r a s i  dan  ketaa tan  hukum SERTA 

BUKTI  KESUNGGUHAN /  KESERIUSAN PENGGUGAT,  se lan ju t n ya  

PENGGUGAT menindak lan j u t i  dan  meningka tkan  pengurusan  

i j i n - i j i n  ke  jen jang  ber i ku tnya ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pengurusan  Iz i n  Pr ins i p ,  yang  akh i rnya  mendapatkan  

Perse tu j uan  Pr ins i p  Usaha dar i  Menter i  Per tan ian  No 

HK.350/ES.801 /10 .95 . ,  tangga l  31  Oktober  1995  

(Permohonan  I j i n  te rsebu t  d idukung  o leh  Sura t  

Rekomendas i / dukungan  dar i  Kepala  Dinas  Perkebunan  

Daerah  Prop ins i  Dat i  I  Sumatera  Utara  No.503/1681 /F  

tangga l            11 September  1995,  yang  di tu j u kan  

kepada  Menter i  Per tan ian  RI) .  ;  -

Atas  dasar  beberapa  keputusan  yang  te l ah  dike lua rkan  

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Labuhanbatu   ten tang  I j i n  

Lokas i  untuk  PENGGUGAT  te rsebu t ,  ser ta  adanya  

Tembusan  Sura t  Kakanwi l  Depar temen  Kehutanan  

Prop ins i  Sumatra  Utara  kepada  Gubernur  Sumatera  

Utara  yang  d i t u j u kan  kepada  Menter i  Kehutanan  RI  

No.  18991  /Kw1- 5/1995  tangga l  11  ju l i  1995,  maka 
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Gubernur  Sumatera  Utara  te lah  mengeluarkan  Sura t  

Nomor:  593/8918  tangga l                   21  

Nopember  1996 ten tang  Rekomendas i  Pencadangan  Tanah  

untuk  perkebunan  Kelapa  Sawi t  PT.  Wananaul i  

Nusapersada  (PENGGUGAT).  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Perse tu j uan  Gubernur  Sumatera  Utara  

ten tang  Rekomendas i  Pencadangan  Tanah  te rsebu t  

d ia tas ,  se lan ju t nya  Menter i  Kehutanan  RI  te l ah  

mengeluarkan  sura t  kepada   Di r j en  Inven ta r i s as i  dan  

Tata  Guna  Hutan  dan  Di r j en  Pengusahaan  Hutan  No.  

978  Menhut  VI I /  1997  tangga l  29  Agustus  1997  

ten tang  Perse tu j uan  Pencadangan  Area l  Hutan  untuk  

Budidaya  Perkebunan  se luas  + 8100  Ha d i  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara  atas  nama  PT 

Wananaul i  Nusapersada  (PENGGUGAT).  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  te l ah  diben tuk  Tim  Tata  Batas ,  guna  

menentukan  pelepasan  area l  hutan  yang  akan  di l epas  

untuk  Perkebunan  atas  nama PENGGUGAT (PT.  Wananaul i  

Nusapersada) ,  ya i t u  dengan   Keputusan  Di r j en  

Inven ta r i s as i  dan  Tata  Guna  Hutan  Nomor:  

147/Kp ts /V I I - 4/1997  tangga l  24  September  1997  

ten tang  :  Pembentukan  Tim  Tata  Batas  Area l  Hutan  

yang  akan  di l epaskan  untuk  perkebunan  atas  nama PT.  

Wananaul i  Nusapersada  se luas        + 8.100  ha 

dike lompok  hutan  S.  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Labuhanbatu  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  Di r j en  Inven ta r i s a s i  dan  Tataguna  Hutan  

Di rek to ra t  Tata  guna  Hutan ,  Depar temen  Kehutanan  

mengi r im  sura t  kepada   PENGGUGAT  (PT.  Wananaul i  

Halaman 9 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusapersada)  dengan  sura tnya   Nomor:  1673/V I I / TGH-

PSH/1997  tangga l  30  September  1997  yang  pada  

pokoknya  memuat :  pember i t ahuan  mengenai  adanya  

biaya  penataan  batas  d i  lapangan /a rea l  hutan  yang  

akan  di l epaskan  se luas  8.100  Ha yang  dimohon  oleh  

PENGGUGAT harus  dised iakan  oleh  PENGGUGAT,  dan  

pember i t ahuan  bahwa  Pembuatan  Tata  Batas  d imaksud  

akan  di l akukan  oleh  Sub  Bala i  Inven ta r i s as i  dan  

Perpetaan  Hutan  Pematang  Sian ta r  yang  

dikoord i nas i kan  oleh  Kepala  Kanto r  Wilayah  

Depar temen  Kehutanan  Prop ins i  Sumatera  Utara .  ;  

- - - - - - - - - - - -

Sebelum  di l akukan  t i ndakan  pengukuran  area l  yang  akan  

di l epas ,  te r l eb i h  dahu lu  te l ah  d i l akukan  pengumuman 

Pemancangan  Batas  yang  kemudian  te l ah  dibua t  Ber i t a  

Acara  Pengumuman Pemancangan  Batas ,  tu ru t  menanda-

tangan i  da lam ber i t a  acara  te rsebu t  ada lah :   Kepala  

Cabang  Dinas  Kehutanan  I I I  Labuhanbatu ,  Camat  

Kepala  Wi layah  Panai  Tengah,  dan  Bupat i  kepa la  

daerah  Tk I I  Labuhanbatu   (Drs .  H.  Ispensyah  Rambe)  

pada  tangga l   15  Januar i  1998.  Selan ju tnya  pada  

tangga l  01  Apr i l  1998  te l ah  d ibua t  Ber i t a  Acara  

Tata  Batas  area l  Hutan  yang  akan  di l epaskan  untuk  

perkebunan  atas  nama  PT  Wananaul i  Nusapersada  

(PENGGUGAT) se luas  + 8.225 ,30  Ha  pada  Kelompok  

Hutan  S.  Barumun  dan  sek i t a r nya  Wi layah  Kecamatan  

Panai  Tengah  (se laku  Ketua  merangkap  Anggota  

Pani t i a  Tata  Batas ,  saat  i t u  ada lah  Bupat i  

Labuhanbatu  Drs .  H.B.  Ispensyah  Rambe) . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ternya ta  kemudian  te lah  d i l aksanakan  pengukuran  area l  

yang  akan  di l epas  oleh  Sub Bala i  Inven ta r i s a s i  dan  

Perpetaan  Hutan  Pematang  Sian ta r ,  seper t i  yang  

te r t uang  dalam  Sura t  Kepala  Kantor  Wilayah  

Prop ins i  Sumatera  Utara  Depar temen  Kehutanan  dan  

Disclaimer
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Perkebuan,  ten tang  Peta  +  Ber i t a  Acara  Pelepasan  

Kawasan  atas  nama             PT.  Wananaul i  

Nusapersada  No.  1463  /Kwl - 6/1998  tangga l  11  Jun i  

1998 kepada  Gubernur  KDH TK I  Sumatera   Utara ,  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  oleh  Sub  Bala i  

Inven ta r i s as i  dan  Perpe taan  Hutan  Pematang  Sian ta r  

te lah  di l aksanakan  pengukuran  area l  yang  akan  

di l epas ,  dan  has i l n ya  te l ah  d isyahkan  oleh  Pani t i a  

Tata  Batas  Kawasan Hutan  (sesua i  SK.  Gubernur  Sumut  

No.  522.05 /2879 /k / 1991  tangga l  11  Nopember  1991) ,  

dan  dalam  sura t  te rsebu t  juga  d isebu tkan  bahwa 

te lah  disampaikan  PETA  dan  BERITA  ACARA.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

BERITA ACARA TATA BATAS AREAL HUTAN YANG AKAN DILEPAS 

UNTUK PERKEBUNAN ATAS NAMA PENGGUGAT         (PT.  

WANANAULI  NUSAPERSADA)  te l ah  dicap /s t empe l  dan 

di t anda - tangan i  o leh  pejaba t - pe jaba t  yang  te rka i t  

dan berwenang.  ;  - -

Sete lah  PENGGUGAT  melaksanakan  prosedur  Tatacara  

mempero leh  per i j i n an  te rsebu t ,  yang  te l ah  sesua i  

pu la  dengan  Sura t  Keputusan  Bersama  :  Menter i  

Kehutanan ,  Menter i  Per tan ian  dan  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  364/Kpts - I I / 90 ,  

519/Kp ts /HK.050 /7 /90 ,  23- VI I I - 90,  tangga l  25  Ju l i  

1990  ten tang  Keten tuan  Pelepasan  Kawasan  Hutan  dan  

Pember ian  Hak  Guna Usaha  untuk  Pengembangan  Usaha 

Per tan ian ,    maka pada  tangga l  8  Apr i l  1999  te l ah  

di t e rb i t k an  Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  No:  188/Kpts - I I / 1999  tangga l  8  Apr i l  

1999,  ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  se luas  + 

8.255 ,30  Ha yang  te r l e t a k  dike lompok  Hutan  Sunga i  

Barumun  dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  Tengah,  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Labuhanbatu ,  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha 
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Budidaya  Perkebuann  atas  nama  PT. Wananaul i  

Nusapersada  (PENGGUGAT);

Bahwa  sete lah  ke luarnya  Keputusan  TERGUGAT  (Mente r i  

Kehutanan  dan Perkebunan)  No.  188/Kp ts - I I / 199  tangga l  8  

Apr i l  1999,  se lan ju t nya  PENGGUGAT meneruskan  tahapan  

dan  langkah  se lan ju t nya ,  ya i t u  mengajukan  permohonan  

pengukuran  lahan  PT.  Wananaul i  Nusapersada  se luas  + 

8.255 ,30  Ha  di  Kabupaten  Labuhanbatu  kepada  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Pusat  dengan  sura t  PENGGUGAT No.  

01/WNN/  VI I / 1999  tangga l  12  Ju l i  1999.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  atas  permohonan  pengukuran  te rsebu t ,  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Pusat  d i  Jakar t a  mengi r im  sura t  

kepada  PENGGUGAT (PT.  Wananaul i  Nusapersada)   No.  

792/D.4 /X /99  tangga l  26 Oktober  1999  per iha l  Pengukuran  

Bidang  Tanah  PT.  Wananaul i  Nusapersada  se luas  

+ 8.255 ,30  Ha  d i  Kabupaten  Labuhanbatu ,  yang  

memer in tahkan  PENGGUGAT (PT.  Wananaul i  Nusapersada)  

untuk  membayar  biaya  pengukuran   se jumlah  Rp.  

174.113 .000 , -  (se ra tus  tu juh  pu luh  empat  ju t a  sera tus  

t i ga  belas  r i bu  rup iah ) ,  b iaya  mana  t i dak  te rmasuk  

biaya  pembuatan  dan  pemasangan  tugu- tugu  batas  ser ta  

biaya  t ranspor t as i .  Biaya  te rsebu t  agar  dise to r kan  

mela lu i  Bank Negara  Indones ia  Cabang Pembantu  BPN Pusat  

A.N  Bendaharawan  Khusus  Pener ima  Kanto r  BPN  Pusat  

dengan  nomor  reken ing  Giro  AC.  501315.042 .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  kes ibukan  REFORMASI  dan  gel i a t  po l i t i k  

pada  tahun  1999  sampai  dengan  2002  seh ingga  mengalami  

perubahan  susunan  kab ine t  beberapa  ka l i  yang  

mengak iba t kan  kes ibukan  pada  depar temen  yang  dip imp in  

oleh  TERGUGAT,  maka  biaya  pengukuran  te rsebu t  be lum 

dapat  d ibayarkan  oleh  PENGGUGAT  (PT.  Wananaul i  

Nusapersada)  kepada  Pemer in tah ,  namun demik ian  TERGUGAT 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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juga  menyadar i  kes ibukannya ,  seh ingga  atas  permohonan  

perpan jangan  PENGGUGAT, maka diperkenankan  d ipe rpan jang  

sampai  dengan  6  (enam)  bulan ,  sesua i  dengan  Sura t  

TERGUGAT (Mente r i  Kehutanan)  No.  S.551/Menhut - I I / 2005  

tangga l  20  September  2005,  Per iha l  :  Perpan jangan  

Jangka  Waktu  Pengurusan  Hak Guna Usaha (HGU)  atas  lahan  

Perkebunan                      PT.  Wananaul i  

Nusapersada  di  Prop ins i  Sumatera  Utara .   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  saat  PENGGUGAT  memohon  keb i j a ksanaan  

perpan jangan  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  kepada  Menter i  

Kehutanan  (TERGUGAT)  dan  sebe lum  TERGUGAT mengeluarkan  

sura t  perpan jangan ,  maka  PENGGUGAT  pada  tangga l  23 

Agustus  2005  te l ah  te r l eb i h  dahu lu  menyelesa i kan  

pembayaran  biaya  pengukuran  untuk  mengurus  Hak  Guna 

Usaha  (  HGU),  dengan  menyeto r  kepada  Negara  cq.  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Pusat ,  yakn i  Biaya  Pengukuran  

sebesar  Rp.  366.228 .000 , -  ( t i ga  ra tus  enam puluh  enam 

ju ta  dua  ra tus  dua  puluh  delapan  r i bu  rup iah ) ,  dan  

Biaya  Transpor tas i  sebesar  Rp.  9.200 .000 , -  (sembi l an  

ju t a  dua ra tus  r i bu  rup iah )  mela lu i  Bank Mandi r i  Cabang  

Jakar ta  Depar temen  PU a/n  Bendaharawan  Khusus  Pener ima  

Kanto r  BPN Pusat  dengan  nomor  reken ing  Giro  AC.  126-

0003018297.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sete lah  PENGGUGAT membayar  LUNAS biaya  pengukuran ,  

maka  pada  tangga l  6  September  2005  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Pusat  mengi r im  Sura t  No.  610- 2289- D. I I . 2  

kepada  Sdr .  Kepala  Kanto r  Wi layah  BPN Prop ins i  Sumatera  

Utara  dan  Sdr .  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Labuhanbatu ,  per iha l  Pengukuran  Bidang  Tanah  

PT.Wananau l i  Nusapersada  (PENGGUGAT)  di  Kabupaten  

Labuhanbatu ,  yang  pada  pokoknya  member i t ahukan  bahwa 

sehubungan  pengukuran  te rsebu t  akan  d ik i r im  3  ( t i ga )  

petugas  lapangan  untuk  melaksanakan  peker j aan  dimaksud.  

Halaman 13 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  dengan  sura t  Badan Per tanahan  Nasiona l  Pusat  

No.  610- 2289- D. I I . 2  tangga l  6  September  2005,  yang  

menyebutkan  bahwa  ket i ga  petugas  lapangan  yang  

di t ugaskan  dar i  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Pusat  

te rsebu t  ada lah  :  Sdr .  KUSBIANTORO,  A.Ptnh ,  Sdr .  BUDI  

LAKSONO,  BSc,  Sdr .  AMINTAS MARBUN,  se lan ju t nya  pada  

saat  pengukuran  di  lapangan ,  petugas  dar i  Kanto r  

Per tanahan   Labuhanbatu  juga  iku t  menyer ta i nya . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sete lah  diadakan  Pengukuran  oleh  Pegawai  Kantor  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Pusat  dengan  didamping i  o leh  

Pegawai  dar i  Kanto r  Per tanahan   Labuhanbatu ,  kemudian  

has i l  dar i  pengukuran  te rsebu t  harus  d i t uangkan  dalam 

Ber i t a  Acara  Pengukuran ,  NAMUN te rnya ta  pembuatan  

Ber i t a  Acara  te rsebu t  t i dak  dapat  d i l akukan ,  karena  

adanya  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kepala  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhanbatu  (TERGUGAT),  NOMOR  04 TAHUN 2005 tangga l  31 

Mei  2005,  ten tang  PEMBERIAN IZ IN  LOKASI  UNTUK KEPERLUAN 

USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.  PERKEBUNAN NUSANTARA 

IV  (PERSERO). ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  perbua tan  BUPATI  LABUHANBATU (Sdr .  M.  MILWAN) 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :   04  TAHUN 2005  

tangga l  31  Mei  2005  te rsebu t  mengak iba tkan  PENGGUGAT 

t i dak  dapat  melan ju t kan  mengurus  I j i n  Hak  Guna Usaha,  

karena  BUPATI  LABUHANBATU juga  menerb i t k an  I j i n  Lokas i  

kepada  perusahaan- perusahaan  la i n  d ia tas  I j i n  Lokas i  

mi l i k  PENGGUGAT.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa BUPATI  LABUHANBATU sama seka l i  t i dak  memperhat i kan  

kepent i ngan  hak  PENGGUGAT,  dan  juga  t i dak  procedura l  
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karena  t i dak  ada  per i nga tan  dan  atau  pember i t ahuan  

sebe lumnya  kepada  PENGGUGAT mengenai  berakh i r nya  I j i n  

Lokas i  mi l i k  PENGGUGAT,  j i ka  BUPATI  LABUHANBATU 

menganggap  i j i n  lokas i  PENGGUGAT te l ah  

Kadaluwarsa /be rakh i r  masa  ber l akunya  se jak  tahun  1997  

(Sura t  Jawaban  dar i  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  

Labuhanbatu  NO.  180/369 /  HUKUM/2006  tangga l  30  Januar i  

2006) ,  TETAPI  saat  ket i ga  petugas  lapangan  yang  

di t ugaskan  dar i  Badan Per tanahan  Nasiona l  Pusat   :  Sdr .  

KUSBIANTORO,  A.Ptnh ,  Sdr .  BUDI  LAKSONO,  BSc,  Sdr .  

AMINTAS MARBUN,  untuk  mengadakan  pengukuran  atas  Hak 

Pelepasan  Kawasan  Hutan  mi l i k  PENGGUGAT di  lapangan  

pada  bu lan  September  2005,  MENGAPA dian ta r  dan dise r t a i  

o leh  petugas  dar i  Kanto r  Per tanahan   Labuhanbatu ,  

mengapa  BUPATI  LABUHANBATU  t i dak  melarang?  Kalau  

menganggap  I j i n  Lokas i  PENGGUGAT  te l ah  

kada luwarsa /be rakh i r  masa  ber lakunya  se jak  tahun  

1997.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa  perbua tan  BUPATI  LABUHANBATU ada lah  nyata - nyata  

perbua tan  sewenang- wenang,  karena  BUPATI  LABUHANBATU 

secara  melawan  hukum  dan  sep ihak  menerb i t kan  i j i n  

lokas i  kepada  perusahaan- perusahaan  la i n  di  lokas i  yang  

merupakan  hak  PENGGUGAT berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  perkebunan  No:  188/Kp ts - I I / 1999  

tangga l  8  Apr i l  1999,  ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  

se luas  + 8.255 ,30  Ha,  yang  te r l e t a k  dike lompok  Hutan  

Sungai  Barumun dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  Tengah,  

Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Labuhanbatu ,  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara .  PADAHAL fak ta  hukum 

membukt i kan  bahwa se jak  tahun  1996  sampai  dengan  tahun  

1999  PENGGUGAT  masih  da lam  jen jang  atau  tahapan  

pengurusan  Hak Guna Usaha.  Hal  i t u  te rungkap  dar i  masih  

dike lua r kannya  sura t - sura t ,  ya i t u  :  - - - - -
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Surat  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  :  593/18918  tangga l  

21  Nopember  1996  ten tang  Rekomendas i  Pencadangan  

Tanah  untuk  Perkebunan  Kelapa  Sawi t  a/n  PT.  

Wananaul i  Nusapersada  (PENGGUGAT),  sura t  mana juga  

di  tembuskan  kepada  Bupat i  Labuhanbatu  (TERGUGAT);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Sura t  Menter i  Kehutanan   No.  978/Menhut - VI I / 1997  

tangga l  29  Agustus  1997  ten tang  Perse tu j uan  

pencadangan  area l  hutan  untuk  bud idaya  perkebunan  

se luas  + 8.100  ha  di  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  

Sumatera  Utara  a/n  PT.  Wananaul i  Nusapersada  

( PENGGUGAT) ,  tembusan  sura t  mana  juga  dik i r im  

kepada  Kepala  Kanwi l  Depar temen  Kehutanan  Prop ins i  

Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara ;  - -

Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Inven ta r i s as i  dan  

Tata  Guna Hutan  No.  147/Kp ts /V I I - 4/1997  tangga l  24 

September  1997  ten tang  Pembentukan  Tim  Tata  Batas  

Area l  Hutan  yang  akan  di l epaskan  untuk  perkebunan  

a/n  PT.  Wananaul i  Nusapersada  (PENGGUGAT) se luas  + 

8.100  Ha  di  Kelompok  Hutan  S.  Barumun  dan  

sek i t a r nya ,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Labuhanbatu  

Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara  

(d i t embuskan  kepada  Kepala  Kanwi l  Depar temen  

Kehutanan  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  

Utara ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahkan  fak ta  juga  membukt i kan  bahwa  pada  tangga l  01 

Apr i l  1998  te lah  di tanda- tangan i  Ber i t a  Acara  Tata  

Batas  Area l  Hutan  yang  akan  di l epaskan  untuk  

perkebunan  a/n  penggugat  (PT.  Wananaul i  

Nusapersada) ,  yang  d i t anda- tangan i  o leh  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bupat i  Kepala  Daerah  Tk  I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Kepala  Cabang  Dinas  Kehutanan  I I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - -

Kepala  Kanto r  Per tanahan  Dat i  I I  

Labuhanbatu ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Dinas  Perkebunan  Dat i  I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Dinas  Per tan ian  Dat i  I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Dinas  Peternakan  Dat i  I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Dinas  PUD  Dat i  I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  BAPPEDA  Tingka t  I I  Labuhanbatu ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Sub Bala i  Inven ta r i s as i  dan  Perpe taan  Hutan  

Pematang  Sian ta r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Camat  Kepala  Wi layah  Kecamatan  Panai  Tengah;  

- - - - - - - - - - - -

Kepala  Desa  Sei  Siar t i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Kepala  Desa  Sela t  Bat ing ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Desa  Sei  Pelancang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepala  Desa  Bagan  Bi lah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemudian  Ber i t a  Acara  Tata  Batas  Area l  Hutan  yang  

dipe run tukkan  kepada  PENGGUGAT te rsebu t  ber lan j u t  

dan  di te ruskan  kepada  Menter i  Kehutanan  dan  
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Perkebunan ,  seh ingga  pada  tangga l  08  Apr i l  1999  

ke lua r l ah  Sura t  Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  No.  :  188/Kp ts - I I / 1999 .  Tahapan  

se lan ju t nya  PENGGUGAT  mengajukan  Permohonan  

Pengukuran  kepada  Menter i  Negara  Agrar i a /  Kepala  

Badan Per tanahan  Nasiona l ,  Deput i  Bidang  Pengukuran  

dan  Pendaf ta ran  Tanah,  mela lu i  BPN Kanwi l  Prop ins i  

Sumatera  Utara ,  mela lu i  sura t  No.  01/WNN/VI I / 1999  

te r t angga l           12  Ju l i  1999.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERBUATAN TERGUGAT NYATA-NYATA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa fak ta  di  lapangan ,  dengan  ke luarnya  Sura t  Keputusan  

BUPATI  LABUHANBATU Nomor  :   04  tahun  2005  tangga l  31 

Mei  2005  te rsebu t  menyebabkan  te r j ad i n ya  penolakan  

te rhadap  pembuatan  Ber i t a  Acara  Pengukuran  (sa lah  satu  

syara t  mendapatkan  iz i n  HGU) oleh  Para  Kepala  Desa dan  

Camat  setempat .  Juga  mengak iba tkan  PENYETOPAN masuknya  

Eskavato r / a l a t  bera t  mi l i k  PENGGUGAT yang  d i l akukan  

Camat  Panai  Tengah  mela lu i  Sura tnya  Nomor  :  

590/269 /Pem/2005  tangga l             27  September  2005  

ten tang  Pengukuran  Bidang  Tanah  PT.  Wananaul i  

Nusapersada  di  Kec.  Panai  Tengah  dan  Sura t  Nomor  :  

590/316 /PEM/2005  tangga l  14  Nopember  2005  ten tang  

Pemberhent i an  Pengoperas ian  Exapato r  d i  Desa  Sei  

Palancang .   Hal  i t u  secara  langsung  mengak iba t kan  dan  

atau  menjad i  penyebab  PENGGUGAT mengalami  hambatan /  

te rha lang  untuk  mengurus  I j i n  Hak  Guna Usahanya,  o leh  

sebab  i t u  secara  langsung  juga  menimbulkan  kerug ian  

besar  te rhadap  PENGGUGAT. ;  - - - - - -

TERGUGAT  TELAH  DIBERITAHUKAN  MENGENAI  ADANYA KENDALA 

PENGURUSAN  HGU, KARENA ADANYA PERMASALAHAN  HUKUM  ANTARA 

Disclaimer
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PENGGUGAT  DENGAN BUPATI     LABUHANBATU.

Bahwa  oleh  karena  te rdapa t  permasa lahan  hukum  anta ra  

PENGGUGAT dengan  BUPATI  LABUHANBATU,  maka pada  tangga l  

27 September  2006  PENGUGAT te lah  member i t ahukan  mela lu i  

sura t  kepada  Deput i  Bidang  In fo rmas i  Per tanahan  

Di rek tu r  Pengukuran  dan  Pemetaan  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  dengan  sura t  PENGGUGAT  nomor  29/HSR/SP-

BPNP/IX /2006  tangga l  27  September  2006,  yang  

di t embuskan  kepada  TERGUGAT  (Mente r i  Kehutanan) ,  

SEKALIGUS sura t  te rsebu t  memohon  agar  dica ta t  sebaga i  

laporan  pengurusan  HGU.;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  t i dak  ada  ja l an  damai  da lam  sengketa  

iz i n  lokas i  anta ra  PENGGUGAT dan  Bupat i  Labuhanbatu ,  

maka pada  tangga l  5 Maret  2007  perbua tan  melawan  hukum 

Bupat i  Labuhanbatu  d ida f t a r kan  di  Pengadi l an  Neger i  

Rantauprapa t ,  HAL  TERSEBUT  te lah  di l apo rkan  kepada  

Deput i  Bidang  In fo rmas i  Per tanahan  Di rek tu r  Pengukuran  

dan  Pemetaan  Badan  Per tanahan  Nasiona l  mela lu i  sura t  

kami  nomor  49/HSR/SP- BPNP/ I I I / 2 007  tangga l  21  Maret  

2007,  YANG  DITEMBUSKAN  KEPADA  TERGUGAT  (MENTERI  

KEHUTANAN)  PADA  TANGGAL  21  Maret  2007.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  sura t  PENGGUGAT No  :  29/HSR/SP- BPNP/IX /2006  

tangga l  27 September  2006,  se lan ju t nya  Badan Per tanahan  

Nasiona l  Pusat  atas  nama Deput i  Bidang  Hak  Tanah  dan  

Pendaf ta ran  Tanah  Di rek tu r  Penetapan  Batas  Tanah  dan  

Ruang  menjawab  kepada  PENGGUGAT mela lu i  sura tnya  No.  :  

330.1 - 2822- DI I . 3  tangga l  13 Desember  2006  pada  pokoknya  

member i t ahukan  kepada  PENGGUGAT bahwa  hingga  saat  in i  

Penerb i t an  Peta  Bidang  Tanah  pada  Lokas i  yang  dimohon  

oleh  PENGGUGAT belum  dapat  d i l ayan i  dengan  meru juk  

sura tnya  te rdahu lu  No.  610- 2885- D. I I . 2  tangga l  22  
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Nopember  2005,  dan  juga  menyatakan  bahwa :  SAMPAI  SAAT 

IN I  AREAL  YANG DIMOHON OLEH  PENGGUGAT DINYATAKAN 

SEBAGAI  WILAYAH STATUS QUO SAMPAI  ADA PENEGASAN TIDAK 

TERJADI  TUMPANG TINDIH  SK  IJ IN  LOKASI  DARI  BUPATI  

LABUHANBATU.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se la i n  i t u ,  meskipun  perpan jangan  pengurusan  Hak 

Guna  Usaha  yang  dibe r i kan  oleh  Menter i  Kehutanan  

mela lu i  sura tnya  nomor  :  S.551/Menhut - I I / 2005  tangga l  

20  September  2005,  d ipe rpan jang  se lama  6 (enam)  bulan ,  

namun FAKTANYA PENGGUGAT te l ah  mengurus  iz i n  Hak  Guna 

Usaha  sebe lum  Menter i  Kehutanan  member i  perpan jangan ,  

ha l  i t u  TERBUKTI  pada tangga l  23 Agustus  2005 PENGGUGAT 

te lah  menyeto r /  membayar  biaya  pengukuran  sebesar   Rp.  

366  .  228  .000  , -  ( t i ga  ra tus  enam pu luh  enam r i bu  dua  

ra tus  dua  puluh  delapan  r ibu  rup iah ) ,  dan  biaya  

t ranspor t as i  untuk  petugas  ukur  dar i  BPN Pusat  ke  

lokas i  lahan  di  Labuhanbatu  sebesar  RP .  9.200 .000  ,  -  

(sembi l an  ju ta  dua  ra tus  r i bu  rup iah ) .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sebe lum maupun sete lah  mendapatkan  perpan jangan  dar i  

TERGUGAT (Mente r i  Kehutanan  RI) ,  PENGGUGAT te l ah  NYATA-

NYATA menunjukkan  s ikap  SUNGGUH-SUNGGUH/KESERIUSANNYA 

dalam  pengurusan  iz i n  Hak  Guna  Usaha,  karena  tu j uan  

PENGGUGAT membuka  lahan  perkebunan  adalah  NIAT  SUCI  

untuk  membiaya i  keg ia tan  operas iona l  Sekolah  Unggulan  

Berasrama  bernama  SMA Neger i  1  Plus  Matau l i  Pandan,  

Kabupaten  Tapanu l i  Tengah,  Prop ins i  Sumatera  Utara .  

Jad i  pembukaan  lahan  perkebunan  dimaksud  adalah  da lam 

rangka  SUNGGUH-SUNGGUH untuk  kepent i ngan  mencerdaskan  

anak  bangsa.  ;  -

Bahwa  s ikap  SUNGGUH-SUNGGUH PENGGUGAT  te rsebu t  b isa  
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diband ingkan  dengan  perusahaan- perusahaan  la i n  yang  

hanya  mengurus  iz i n  lokas i  sa ja ,  te tap i  t i dak  memenuhi  

i z i n - iz i n  yang  te l ah  d i t en tukan  untuk  mencapa i  i z i n  Hak 

Guna  Usaha.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  yang  mengeluarkan  iz i n  Hak  Guna  Usaha 

dar i  Badan  Per tanahan  Nasiona l ,  maka  sega la  sura t  

menyura t  dan  pengurusannya  PENGGUGAT hanya  berurusan  

dengan  Badan  Petanahan  Nasiona l ,  Namun demik ian  sura t -

sura t  yang  di tu j ukan  kepada  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

PENGGUGAT  tembuskan  kepada  TERGUGAT  (Mente r i  

Kehutanan) .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa PENGGUGAT te l ah  dengan  sega la  daya  upaya  ba ik  secara  

mora l  maupun  mater i a l  untuk  MENGURUS iz i n  Hak  Guna 

Usaha dengan  menja lankan  PROSEDURE yang  ber laku  mela lu i  

tahapan- tahapan  per i z i nan  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

ber laku ,  NAMUN  DEMIKIAN  pada  saat  satu  langkah  

prosedura l  yang  harus  di tempuh  oleh  PENGGUGAT te rgan ja l  

o leh  Perbua tan  Melawan  Hukum yang  di l akukan  “PENGUASA 

DAERAH“ (Bupat i  Labuhanbatu ) ,  APALAGI  PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM BUPATI  LABUHANBATU TERSEBUT SEDANG DALAM PROSES 

PERSIDANGAN DAN LEBIH- LEBIH PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT 

JUGA  DILAPORKAN  KEPADA  TERGUGAT,  te tap i  mengapa 

TERGUGAT (Mente r i  Kehutanan  RI)  dengan  TEGANYA tu ru t  

merug ikan  PENGGUGAT.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  nyata  bahwa  TERGUGAT mengetahu i  PENGGUGAT sedang  

dalam  proses  pers idangan  d i  Pengad i l an  Neger i  

Rantauprapa t  ada lah  adanya  pember i t ahuan  dar i  PENGGUGAT 

kepada  TERGUGAT mela lu i  sura t  tangga l  21  Maret  2007  

Halaman 21 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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bahwa  PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang  di l akukan  oleh  

Bupat i  Labuhanbatu  sebaga imana  diu ra i kan  dia tas  te l ah  

dida f t a r kan  di  Pengadi l an  Neger i  Rantauprapa t  dengan  

reg i s t e r  perkara  nomor  04/Pdt .G /2007 /PN.RAP.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  Keputusan  Pengadi l an  Neger i  Rantauprapa t  te r sebu t  

te lah  dibacakan  pada tangga l  26 Jun i  2008,  yang  amarnya  

berbuny i  :  - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI  :

DALAM  KONVENSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Tentang  Ekseps i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Menolak  Ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Pokok  Perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menetapkan  bahwa  Penggugat  ada lah  pemegang  hak  

pelepasan  kawasan  hutan  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  :  188/KPTS-

I I / 1999  tangga l  8  Apr i l  1999  ten tang  Pelepasan  

Kawasan  Hutan  se luas  + 8.225 ,30  hekta r  yang  

te r l e t a k  di  Kelompok  Hutan  Sungai  Barumun  DSK,  

Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Labuhanbatu ,  

Prop ins i  Sumatera  Utara .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menetapkan  bahwa Penggugat  ada lah  pihak  pemegang iz i n  

lokas i  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Labuhanbatu ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- No.  :  460/07 /588 - IL / I I I / 1 9 94  tangga l  31  Maret  
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1994.  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  :  460/11 /593 - IL / IV /1994  tangga l  28 Apr i l  1994.  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  :  460/36 /921 - IL / IV /1995  tangga l  21 Apr i l  1995.  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menetapkan  bahwa  iz i n  lokas i  berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Labuhanbatu ,  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  :  460/07 /588 - IL / I I I / 1 9 94  tangga l  31  Maret  

1994.  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  :  460/11 /593 - IL / IV /1994  tangga l  28 Apr i l  1994.  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- No.  :  460/36 /921 - IL / IV /1995  tangga l  21 Apr i l  1995.  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sampai  dengan  Tahun  2005  masih  ber laku  atau  

set i dak - t i daknya  sebe lum  atau  ket i ka  Tergugat  

menerb i t kan  iz i n  lokas i  te rhadap  :  - - - - - - -

PT.  Paten  Alam  Lesta r i  dengan  area l  se lu ruhnya  

se luas  6.000  Ha  yang  te r l e t a k  d i  Desa  Sei  

Palancang  dan  Desa  Sela t  Bet ing  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Labuhanbatu ,  dengan  keputusan  

Bupat i  Labuhanbatu  Nomor  20  tangga l  18  Nopember  

2003;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  Perkebunan  Nusanta ra  IV  (Perse ro )  dengan  luas  

area l  se lu ruhnya  4.065  Ha yang  te r l e t a k  di  Desa  

Sei  Rakyat ,  Desa  Bagan  Bi lah  dan  Desa  Sei  

Palancang  Kecamatan  Panai  Tengah  Kabupaten  

Labuhanbatu ,  dengan  Keputusan  Bupat i  Labuhanbatu  

Nomor  :  4  tangga l  31  Mei  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  Toton  Usaha  Mandi r i  dengan  luas  area l  

se lu ruhnya  1.200  Ha  yang  te r l e t a k  d i  Desa  Sei  

Siar t i  Kecamatan  Panai  Tengah  Kabupaten  
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Labuhanbatu ,  dengan  Keputusan  Bupat i  Labuhanbatu  

Nomor  7  tangga l  8  Jun i  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Iz i n  lokas i  yang  te l ah  dipe ro leh  Penggugat  masih  

ber laku  dan  belum  berakh i r  masa  ber l akunya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menyatakan  bahwa perbuatan  Tergugat  yang  menerb i t kan  

iz i n  lokas i  te rhadap  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  Paten  Alam  Lesta r i  dengan  area l  se lu ruhnya  

se luas  6.000  Ha  yang  te r l e t a k  d i  Desa  Sei  

Palancang  dan  Desa  Sela t  Bet ing  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Labuhanbatu ,  dengan  keputusan  

Bupat i  Labuhanbatu  Nomor  20  tangga l  18  Nopember  

2003;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  Perkebunan  Nusanta ra  IV  (Perse ro )  dengan  luas  

area l  se lu ruhnya  4.065  Ha yang  te r l e t a k  di  Desa  

Sei  Rakyat ,  Desa  Bagan  Bi lah  dan  Desa  Sei  

Palancang  Kecamatan  Panai  Tengah  Kabupaten  

Labuhanbatu ,  dengan  Keputusan  Bupat i  Labuhanbatu  

Nomor  :  4  tangga l  31  Mei  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PT.  Toton  Usaha  Mandi r i  dengan  luas  area l  

se lu ruhnya  1.200  Ha  yang  te r l e t a k  d i  Desa  Sei  

Siar t i  Kecamatan  Panai  Tengah  Kabupaten  

Labuhanbatu ,  dengan  Keputusan  Bupat i  Labuhanbatu  

Nomor  7  tangga l  8  Jun i  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  menind ih  iz i n  lokas i  Penggugat  ada lah  sebuah  

bentuk  PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM  (ONRECHTMATIGE 

Disclaimer
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OVERHEIDSDAAD);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kerug ian  yang  

dia l am i  Penggugat  sebesar  Rp.  375.428 .000 , -  ( t i g a  

ra tus  tu j uh  pu luh  l ima  ju t a  empat  ra tus  dua  pu luh  

delapan  r i bu  rup iah ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  dan  

menolak  bag ian  se leb ihnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  REKONVENSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menolak  gugatan  rekonvens i  Penggugat  DR/Terguga t  DK 

untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  KONVENSI  DAN  REKONVENSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Membebankan  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam  perkara  

in i  sebesar  Rp.  104.000 , -  (se ra tus  empat  r i bu  rup iah )  

kepada  Penggugat  DR/Terguga t  DK;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PENGGUGAT  mener ima  pember i t ahuan  adanya  

SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14 Februar i  2008  (obyek  

gugatan)  dar i  sta f  TERGUGAT pada  pada  tangga l  24  Jun i  

2008.  Ket i ka  i t u  Penggugat  langsung  menanyakan   “apakah  

benar  ada  pencabutan  SK No.  188,  ka lau  memang  benar  

mengapa  PENGGUGAT t i dak  mendapatkan  pember i t ahuan  atau  

tembusan  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14  Februar i  
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2008  ?“ .  Sete lah  TERGUGAT melakukan  pengecekan  datanya ,  

te rnya ta  Tembusan  SK  te rsebu t  te l ah  dik i r im  kepada  

PENGGUGAT,  namun  dengan  alamat  yang  sa lah ,  ya i t u  J l .  

Sujana ,  sedangkan  PENGGUGAT bera lamat  di  Ja lan  Sanjaya ,  

seh ingga  sura t  te rsebu t  sudah  ten tu  t i dak  sampai  kepada  

PENGGUGAT.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se la i n  i t u ,  TERNYATA  te rdapa t  “miss  

comunica t i on / sa l ah  komunikas i  dan  sa lah  perseps i  anta ra  

PENGGUGAT  dan  TERGUGAT,  ha l  te rsebu t  d ika renakan  

PENGGUGAT menganggap  bahwa  karena  pengurusan  iz i n  Hak 

Guna  Usaha  di l akukan  di  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Pusat ,  maka  sega la  sura t  menyura t  hanya  di tu j u kan  

kepada  Badan Per tanahan  Nasiona l  (BPN)  sa ja ,  seba l i k nya  

perseps i  dar i  TERGUGAT menganggap  bahwa PENGGUGAT t i dak  

pernah  member i t ahukan  kepada  TERGUGAT,  WALAUPUN 

te rnya ta  PENGGUGAT member i t ahukan  adanya  permasa lahan  

hukum  pada  iz i n  lokas i  mela lu i  tembusan  sura t  dar i  

PENGGUGAT yang  di tu j ukan  kepada  TERGUGAT jauh  sebe lum 

SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14  Februar i  2008  

dike lua r kan .  ; - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  disamping  i t u  te rdapa t  suatu  fak ta  bahwa  pada  

tangga l  20  September  2005  TERGUGAT  memperpan jang  

pengurusan  Hak  Guna  Usaha  kepada  PENGGUGAT se lama  6 

(enam )  bu lan  mela lu i  sura tnya  nomor  :  S.551/Menhut -

I I / 2005 .   JADI ,    6  bu lan  dar i  bu lan  september  ada lah  

bulan  MARET  2006. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Kalau  BENAR pencabutan  dar i  TERGUGAT berdasarkan  te l ah  

se lesa inya  waktu  perpan jangan  se lama  6  bulan ,  maka 

TERGUGAT seharusnya  t i dak  per l u  menunggu  hingga   23 

bulan  (hampi r  2  tahun)  untuk  mencabut  SK Nomor  188  

te r t angga l  9  Apr i l  1999  te rsebu t .  ;  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se la i n  adanya  fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  TERNYATA 

TERGUGAT juga  mengetahu i  adanya  KESUNGGUHAN pengurusan  

Hak  Guna  Usaha  yang  d i l akukan  oleh  PENGGUGAT,  ya i t u  

dar i  adanya  fak ta  bahwa   sudah  leb ih  dar i  6  bu lan  

(hampi r  2  tahun)  TERGUGAT t i dak  juga  mencabut  SK Nomor  

188,  bahkan  pada  saat  PENGGUGAT mengalami  kenda la  saat  

penanda- tanganan  Ber i t a  Acara  Pengukuran  hingga  

mendaf ta r kan  gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Bupat i  

Labuhanbatu  pun PENGGUGAT se la l u  member i  laporan  kepada  

TERGUGAT (Mente r i  Kehutanan)  berupa  tembusan  sura t  yang  

di t u j u kan  kepada  Deput i  Bidang  In fo rmas i  Per tanahan  

Di rek tu r  Pengukuran  dan  Pemetaan  Badan  Per tanahan  

Nasiona l .  Jad i  dengan  demik ian  TERGUGAT  sudah  

mengetahu i  permasa lahan  yang  sedang  dihadap i  o leh  

PENGGUGAT. ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERGUGAT SAMA SEKALI  TIDAK MENGADAKAN KOORDINASI  DENGAN 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL  (BPN) ,  PADAHAL BPN lah  YANG 

MEMPROSES  PERIJ INAN  HGU,  HAL  TERSEBUT  TERBUKTI  dan 

TERUNGKAP KETIKA  PENGGUGAT,  BPN DAN TERGUGAT MENGADAKAN 

PERTEMUAN PADA TANGGAL 25  JUNI  2008  DI  KANTOR TERGUGAT. 

- - - - - -

Bahwa  nyata - nyata  TERJADI  kurangnya  koord inas i  dan  

kurangnya  te r t i b  admin is t r a s i  pada  Kanto r  TERGUGAT,  

seh ingga  mengak iba t kan  KETIDAKTAHUAN TERGUGAT mengenai  

adanya  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  yang  di l akukan  oleh  

PENGGUGAT mengalami  kenda la  dengan  Bupat i  Labuhanbatu ,  

sura t  tembusan  dar i  PENGGUGAT yang  member i t ahukan  

mengenai  adanya  pendaf t a r an  gugatan  Perbuatan  Melawan  

Hukum te rhadap  Bupat i  Labuhanbatu  pun  t i dak  te rmon i t o r  

dengan  baik  oleh  TERGUGAT.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
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Bahwa  dar i  ura ian  dan  fak ta  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

te rungkap  dengan  je l as  bahwa TERGUGAT da lam membuat  dan  

menerb i t kan  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14 Februar i  

2008  te rbuk t i  t i dak  mengadakan  pene l i t i a n  dan  

pemer iksaan  di l apangan ,  dan  t i dak  koord inas i  dengan  

ins tans i  te r ka i t  la i nnya  (BPN)  mengenai  pengurusan  Hak 

Guna  Usaha  (HGU)  yang  di l akukan  oleh  PENGGUGAT,  ha l  

te rsebu t  JELAS- JELAS ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  sebaga imana  dia tu r  da lam 

keten tuan  Pasal  3  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  1999  

ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yang  bers i h  dan  bebas  

dar i  korups i ,  ko lus i  dan  nepot i sme,  yang  secara  tegas  

menyebutkan  bahwa;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas- asas  umum  Penye lenggaraan  Negara  mel ipu t i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kepast i an  Hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kepent i ngan  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Asas  Keterbukaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Propors i ona l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Profes iona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Asas  Akuntab i l i t a s .  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS  UMUM 

PEMERINTAHAN  YANG  BAIK,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BERTENTANGAN DENGAN ASAS PROPOSIONAL :  Bahwa  in  cassu ,  

ke lua rnya  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14  Februar i  

2008  te rsebu t  juga  te rbuk t i  sama  seka l i  t i dak  

mempert imbangkan  suatu  rea l i t a s /  fak ta  hukum  adanya  

kesungguhan  PENGGUGAT yang  sudah  ber juang  mengurus  iz i n  

secara  ber jen j ang  sesua i  dengan  keten tuan   yang  ber laku  

se lama leb ih  dar i  10 tahun .  Untuk  i t u  sudah  sepantasnya  

dan  ada lah  cukup  bera lasan  bag i  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  untuk  mencabut  dan  atau  membata lkan  

SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14  Februar i  2008.  ;  

- - - - - - - - - - -

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM :  Bahwa apabi l a  

SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14  Februar i  2008  

te rsebu t  t i dak  segera  dapat  d icabu t ,  maka  KERUGIAN 

mater i i l  dan  mor i l  PENGGUGAT  sangat  t i dak  dapat  

d ih i t ung  dan  digan t i k an  dengan  bentuk  mater i i l  maupun 

bentuk  apapun,  KARENA  PENGGUGAT  te lah  mer in t i s  

pengurusan  iz i n - iz i n  ber jen j ang  se jak  iz i n  lokas i  

( tahun  1994)  hingga  mendapatkan  SK  Pelepasan  dar i  

TERGUGAT yang  di l an j u t k an  dengan  pengurusan  iz i n  Hak 

Guna Usaha  (HGU)  pada  tahun  2005,  dan  bahwa pero lehan  

iz i n - iz i n  ber jen jang  te rsebu t  ada lah  sesua i  dengan  

keten tuan  yang  ada,  mela lu i  proses  ke lengkapan  data  dan  

proses  per i n t i s an  di  kawasan  yang  mendapatkan  iz i n  

lokas i ,  per tanyaannya  apakah  adi l  b i l a  PROSES YANG 

SEDEMIKIAN  LAMA DAN PENGELUARAN BIAYA YANG BESAR ITU 

DAPAT TIBA- TIBA  PUNAH OLEH PERBUATAN TERGUGAT KARENA 

TIDAK MENUNGGU SELESAINYA PROSES HUKUM ANTARA PENGGUGAT 

DENGAN BUPATI  LABUHANBATU, oleh  karena  mohon Pengad i l an  

Halaman 29 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  mengabulkan  mencabut  dan  

membata lkan  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14 Februar i  

2008.  ;  - - - - - - - - - - -

BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM :  Bahwa  o leh  

karena  KESUNGGUHAN PENGGUGAT dan  te l ah  pula  memenuhi  

syara t  untuk  mendapatkan  Hak  Guna  Usaha,  dimana  bi l a  

kawasan  yang  di l epas  untuk  PENGGUGAT diber i k an  kepada  

perusahaan  la i n  dengan  cara  melawan  hukum,  leb ih - leb ih  

FAKTANYA  perusahaan- perusahaan  yang  dibe r i k an  iz i n  

lokas i  o leh  Bupat i  Labuhanbatu  t i dak  mengurus  

KELENGKAPAN iz i n - iz i n  ber jen jang  seper t i  yang  di l akukan  

oleh  PENGGUGAT,  maka  bag i  perusahaan- perusahaan  yang  

dibe r i  i z i n  lokas i  secara  melawan  hukum oleh  Bupat i  

Labuhanbatu  te rsebu t  untuk  mendapatkan  iz i n  Hak  Guna 

Usaha  MASIH  dipe r l u kan  per ja l anan / j angka  waktu  yang  

pan jang ,  SEHINGGA tanah  yang  subur  dan te rbuka  (T ingga l  

menanam)  te rsebu t  akan  semakin  TERLANTAR dan  TIDAK 

PRODUKTIF,  te tap i  b i l a  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  

14  Februar i  2008  diba ta l kan  o leh  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta ,  maka  langkah  PENGGUGAT yang  te lah  

sesua i  dengan  keten tuan  perundang- undangan  t i ngga l  satu  

langkah  lag i ,  ya i t u   penanda- tanganan  Ber i t a  Acara  

Pengukuran ,  kemudian  te rb i t l a h  Hak  Guna  Usaha,  dan  

se lan ju t nya  lahan  te rsebu t  dapat  bermanfaa t  bag i  

kepent i ngan  pend id i kan  untuk  mencerdaskan  bangsa  sesua i  

dengan  tu j uan  semula  PENGGUGAT.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BERTENTANGAN DENGAN ASAS TERTIB  PENYELENGGARAAN NEGARA :  

Bahwa se la i n  i t u ,  te lah  te rungkap  pula  bahwa te rnya ta  

TERGUGAT kurang  cermat  dan  kurang  te l i t i  karena  t i dak  

mengetahu i  ka lau  PENGGUGAT sedang  mengurus  Hak  Guna 

Usaha  (HGU)  sesua i  tahapan- tahapannya ,  dan  bahwa 

PENGGUGAT te lah  melaporkan  adanya  kenda la  pun  t i dak  

te rmon i t o r  o leh  TERGUGAT,   maka  oleh  karenanya  ada lah  

bera lasan  apab i l a  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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membata lkan  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14 Februar i  

2008.  ;  - - - - - - - - - - -

PERMOHONAN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian ,  a lasan  dan  fak ta  hukum te rsebu t  d i  

atas ,  perkenankan  bersama  in i  PENGGUGAT mohon  kepada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  mener ima  dan  

memer iksa  perkara  in i ,  se lan ju t nya  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  gugatan  PENGGUGAT  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  BATAL  atau  t i dak  sah  SK.34/Menhut - I I / 2008  

te r t angga l             14  Februar i  2008;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT  untuk  mencabut  atau  

membata lkan  SK.34/Menhut - I I / 2008  te r t angga l  14 Februar i  

2008;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum TERGUGAT untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  pada  har i  pers i dangan  yang  te lah  di te t apkan ,  

para    p ihak  yang  berperka ra  te lah  datang  menghadap  di  

pers i dangan ,  masing- masing  d iwak i l i  o leh  kuasa  hukumnya  

yang  nama- nama  dan  sura t  kuasa  khususnya  masing- masing  

sebaga imana  te lah  disebu tkan  dia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  atas  gugatan  Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  
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dia tas ,  Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  Ter tu l i s  pada  

pers i dangan  tangga l   16 Oktober  2008,  yang  is i n ya  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .   Dalam  Ekseps i .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Gugatan  Penggugat  Kadaluwarsa .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sebaga imana  di ten tukan  dalam  Pasal  55  Undang-

Undang No.  5 Tahun  1986  di ten tukan   bahwa gugatan  dapat  

d ia j ukan  hanya  dalam tenggang  waktu  sembi lan  puluh  har i  

te rh i t u ng  se jak  saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  

Keputusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara .  

Bahwa  Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  SK.  34/Menhut -

I I / 2008  yang  menjad i  obyek  gugatan  a.quo  di te rb i t k an  

pada  tangga l  14  Februar i  2008,  sedangkan  gugatan  

Penggugat  dia j ukan  pada  tangga l  25  Agustus  2008  atau  

dengan  kata  la i n  gugatan  Penggugat  dia j ukan  dalam 

tengang  waktu  192  (se ra tus  sembia l  puluh  dua)  har i .  

Dengan  demik ian  gugatan  yang  dia jukan  sudah  melampaui  

batas  waktu  penga juan  gugatan ,  ya i t u  90  (sembi l an  

puluh )  har i  dan  oleh  karenanya  gugatan  yang  dia j ukan  

Penggugat  sudah  kadaluwarsa .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  gugatan  Penggugat  sudah  kada luwarsa ,  maka 

mohon  agar  gugatan  Penggugat  dinya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  ( nie t  onvanke l i j k  verk l aa rd ) .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  Dalam  Pokok  Perkara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menter i  Kehutanan  dengan  Keputusan  Nomor  188/Kp ts - I I / 1999  
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tangga l          8 Apr i l  1999,  te l ah  melepaskan  kawasan  

hutan  yang  te r l e t a k  d i  Kelompok  Hutan  S.  Barumun  dan  

sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Labuhan  Batu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  

Sumatera  Utara  se luas  8.225 ,30  (De lapan  Ribu  Dua Ratus  

Dua Puluh  Lima  dan  Tiga  Puluh  Persera tus )  hekta r  untuk  

usaha  budidaya  perkebunan  atas  nama               PT.  

Wananaul i  Nusa  Persada ,  yang  se lan ju t n ya  disebu t  “SK 

Pelepasan” .  ;

Berdasarkan  Dik tum  KESEMBILAN “SK  Pelepasan”  te r sebu t  d i  

atas ,  d i te t apkan  bahwa  apab i l a  PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  t i dak  memanfaatkan  kawasan  hutan  dan  atau  

menyalahgunakan  pemanfaa tannya  dan  atau  t i dak  

menyelesa i kan  pengurusan  Hak  Guna Usaha  dalam  waktu  1  

(sa tu )  tahun  se jak  di te r b i t k an  Keputusan  Pelepasan  

Kawasan  Hutan ,  maka  pe lepasan  kawasan  hutan  dapat  

d iba ta l kan  dan  area l  te rsebu t  kembal i  da lam penguasaan  

Depar temen Kehutanan .  ;  - - - - - - - -

Berdasarkan  Keputusan  Bersama  Menter i  Kehutanan ,  Menter i  

Per tan ian ,  dan  Kepada  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  

364/Kp ts - I I / 1990 ,  Nomor  519/kp t s /HK.050 /7 /90  dan  No.  

23- VI I I - 1990  tangga l  25  Ju l i  1990  ten tang  Keten tuan  

Pelepasan  Kawasan  Hutan  dan  Pember ian  Hak  Guna  Usaha 

untuk  Pengembangan  Usaha  Per tan ian ,  yang  merupakan  

keten tuan  dasar  ( rege l i ng )  yang  mengatur  proses  

pelepasan  kawasan  hutan  untuk  pengembangan  usaha  

bud idaya  per tan ian  ( te rmasuk  perkebunan) ,  d i t en tukan  

anta ra  la i n  bahwa:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Dalam hal  Pemohon t i dak  melunas i  se lu ruh  biaya  penataan  

batas  dan pengukuran  dalam waktu  60 (enam pu luh )  har i  

se jak  tangga l  pember i t ahuan ,  maka  perse tu j uan  

pelepasan  kawasan  hutan  diba ta l kan  secara  te r t u l i s  

o leh  Menter i  Kehutanan  (Pasa l  17  ayat  (1 ) ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  berdasarkan  laporan  pen i l a i an  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1 )  Pemohon  yang  t i dak  

melaksanakan  kewaj i ban  pers i apan  usaha  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  6  Ayat  (3 ) ,  perse tu j uan  

diba ta l kan  secara  te r t u l i s  o leh  Menter i  Kehutanan  

(Pasa l  17  ayat  (2 ) ) .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  15 ayat  (1 )  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  No.  146/Kp ts - I I / 2003  ten tang  Pedoman 

Evaluas i  Penggunaan  Kawasan  Hutan  Ex  Kawasan  Hutan  

untuk  Pengembangan  Usaha  Budidaya  Perkebunan,  

di t en tukan  bahwa  Pemegang  Sura t  Keputusan  Pelepasan  

Kawasan  Hutan ,  da lam  jangka  waktu  1  (sa tu )  tahun  

Keputusan  Pelepasan  Kawasan  Hutannya  diusu l kan  untuk  

diba ta l kan  apab i l a  :  - - - - - - - - - -

t i dak  memanfaa tkan  kawasan  hutan  yang  di l epaskan  

te rsebu t  untuk  usaha  perkebunan.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

t i dak  melaksanakan  keg ia tan  perkebunan  anta ra  la i n  luas  

dan  jen i s  tanaman sesua i  dengan  Proyek  Proposa l  yang  

dise tu j u i  o leh  Dinas  te rka i t   d i  b idang  perkebunan  

t i ngka t  Prop ins i  yang  bersangku tan  dan  Iz i n  Usaha  

Perkebunan .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

t i dak  menyelesa i kan  pengurusan  Hak  Guna  Usaha.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  6  Pera tu ran  Menter i  

Kehutanan                  No.  P.  31/Menhut - I I / 2005  

ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  dalam  Rangka  

Pengembangan  Usaha  Budidaya  Perkebunan,  di ten tukan  

bahwa   kawasan  hutan  yang  sudah  d i l epaskan  dan  belum 
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dibeban i  Hak  Guna  Usaha  atau  alas  hak  la i nnya  masih  

menjad i  wewenang dan pengawasan   Depar temen  Kehutanan . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  has i l  eva luas i  Depar temen Kehutanan ,  PT.  

Wananaul i  Nusa  Persada  (Penggugat )  t i dak  menyelesa i kan  

kewaj i ban  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  dan  atau  t i dak  

melaporkan  progres  penye lesa ian  Hak  Guna  Usaha  untuk  

pengembangan  usaha  perkebunan  pada  kawasan  hutan  yang  

di l epaskan  sesua i  dengan  kewaj i ban  yang  te rcan tum dalam 

“SK  Pelepasan” . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atas  hal  te rsebu t ,  kepada  PT.  Wananaul i  Nusa  Persada  

(Penggugat )  te lah  dibe r i k an  per inga tan  I ,  I I ,  dan  I I I ,  

berdasarkan  sura t  Kepala  Badan  Plano log i  Kehutanan  

masing- masing  Nomor  1016/V I I I - PW/2000  tangga l  

4  Desember  2000,  sura t  Menter i  Kehutanan  Nomor  S.  

345/Menhut - VI I /PW/2004  tangga l  19 Apr i l  2004,  dan sura t  

Menter i  Kehutanan  Nomor  S.  449/Menhut - VI I /PW/2005  

tangga l  26  Apr i l  2005,  yang  pada  in t i n ya  menyampaikan  

agar  Penggugat  segera  memenuhi  kewaj i bannya  ya i t u  

menyelesa i kan  pengurusan  HGU sesua i  dengan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  :  188/Kp ts - I I / 1999  tangga l  8 

Apr i l  1999. ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sete lah  mendapat  per inga tan  ke- 3  te rsebu t  Penggugat  

mengajukan  permohonan  perpan jangan  waktu  penye lesa ian  

pengurusan  HGU,  dan  Menter i  Kehutanan  dengan  sura t  No.  

S.  551/Menhut - I I / 2005  tangga l                 20  

September  2005  kepada  Penggugat  menyampaikan  bahwa pada  

pr ins i pnya  menyetu ju i  perpan jangan  jangka  waktu  

pengurusan  Hak  Guna usaha  (HGU)  atas  lahan  perkebunan  

PT.  Wananaul i  Nusa  Persada  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  

untuk  jangka  waktu  6 (enam)  bulan  se jak  sura t  te rsebu t  

dengan  keten tuan  apabi l a  sampai  batas  waktu  te rsebu t  
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PT.  Wananaul i  Nusapersada  t i dak  dapat  menyelesa i kan  

pengurusannya ,  maka  Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  

188/Kp ts - I I / 1999  tangga l                  8 Apr i l  1999  

ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  untuk  Perkebunan  atas  

nama PT.  Wananaul i  Nusapersada  se luas  8.225 ,30  hekta r  

d i  Prop ins i  Sumatera  Utara ,  d icabu t . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa di  samping  kewaj i ban  menyelesa i kan  pengurusan  HGU, 

berdasarkan  Dik tum  KETUJUH “SK  Pelepasan” ,  kepada  PT.  

Wananaul i  Nusa  Persada  juga  diwa j i bkan  menyer takan  

masyaraka t  setempat  da lam  wadah  koperas i  dengan  

penyer taan  saham koperas i  min ima l  20  % yang  te rd i r i  

dar i  10  % dalam  bentuk  h ibah  dan  10  % dic i c i l  dar i  

dev iden  ser ta  di t i ngka t kan  secara  ber tahap ,  seh ingga  

pada  tahun  ke  12 sudah  mencapa i  angka  saham sebesar  49  

% dar i  10%  saham  an.  koperas i ,  dan  hal  te r sebu t  

d i t uangkan  dalam  Akta  Notar i s  sebaga i  has i l  RUPS.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  kewaj i ban  te rsebu t ,  Penggugat  juga  belum 

melaksanakannya .  - - -

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d i  atas ,  maka Tergugat  

menerb i t kan  Keputusan  Nomor  SK.  34/Menhut - I I / 2008  

tangga l  14  Februar i  2008  ten tang  Pencabutan  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  188/Kpts - I I / 1999  

tangga l  8  Apr i l  1999  ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  

se luas  8.225 ,30  (de lapan  r ibu  dua  ra tus  dua  puluh  l ima  

t i ga  puluh  persera tus )  Hekta r  yang  te r l e t a k  di  Kelompok  

Hutan  S.  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  Labuhan  Batu ,  

Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara ,  untuk  usaha  

bud idaya  perkebunan  atas  nama  PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  (obyek  gugatan) . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dengan  demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a 

quo  but i r  10  di  atas ,  sudah  sesua i  dengan  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  t i dak  

melanggar  asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  te rhadap  dal i l  Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  

da lam  gugatannya ,  dapat  Tergugat  sampaikan  jawaban  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  dar i  angka  1  s/d  10  memor i  gugatan  

merupakan  rangka ian  keg ia tan  Penggugat  sebaga i  syara t  

untuk  mempero leh  Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  

Perkebunan  No.  188/Kpts - I I / 1999  tangga l  8 Apr i l  1999  

ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  se luas  

+ 8.255 ,30  (de lapan  r ibu  l ima  ra tus  l ima  pu luh  l ima ,  

t i ga  puluh  persera tus )  hekta r  yang  te r l e t a k  di  

ke lompok  Hutan  Sungai  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  

Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhan  Batu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  

Utara ,  untuk  Budidaya  Perkebunan  an.  PT.  Wananaul i  

Nusapersada .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  13  halaman  8 memor i  gugatan  

yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  karena  adanya  

keb i j akan  re fo rmas i  yang  menyebabkan  kes ibukan  kanto r  

Tergugat  te l ah  mengak iba tkan  Penggugat  be lum  dapat  

membayarkan  biaya  pengukuran  yang  dimin ta  o leh  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  ada lah  dal i l  yang  t i dak  ada  

re levans inya  dengan  perkara  in i ,  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebaga imana  da l i l  Penggugat  send i r i  yang  te rcan tum  

pada  angka  12  memor i  gugatan   bahwa se jak  tangga l  

26  Oktober  1999  Badan  Per tanahan  Nasiona l  te lah  

member i t ahukan  kepada  Penggugat  jumlah  biaya  

pengukuran  yang  harus  di  bayar  dan  memer in tahkan  

kepada  Penggugat  untuk  segera  membayar  mela lu i  
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reken ing  BNI  Capem BPN Pusat  an.  Bendaharawan  

Khusus  Pener imaan  Kanto r  Pusat  No Rekening  Giro  

AC.501315.042 ,  seh ingga  t i dak  ada  alasan  Penggugat  

untuk  menghindar  dar i  kewaj i ban  te rsebu t .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Adannya  keb i j a kan  re fo rmas i  dar i  Pemer in tah  t i dak  ada  

re levans inya  dengan  pe laksanaan  kewaj i ban  

Penggugat  untuk  membayar  atau  menyeto rkan  biaya  

pengukuran  te rsebu t .  ;  - - - - - - - - - - - -

Berkenaan  dengan  hal  te r sebu t ,  maka dal i l  Penggugat  

te rsebu t  t i dak  benar  dan  t i dak  ada  re levans inya  

dengan  obyek  gugatan ,  seh ingga  harus  di to l a k .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meskipun  dalam  dal i l n ya  pada  angka  14  halaman  8  dan  

angka  15  halaman  9  memor i  gugatan  yang  pada  in t i n ya  

menyatakan  bahwa Penggugat  te lah  melakukan  penyeto ran  

biaya  pengukuran ,  t i dak  bera r t i  Penggugat  te lah  

melaksanakan  kewaj i bannya  yang  te rcan tum  SK 

Pelepasan ,  karena  kewaj i ban  yang  te rcan tum  da lam  SK 

Pelepasan  ada lah  menyelesa i kan  pengurusan  HGU, dengan  

penger t i an  sampai  adanya  ser t i f i k a t  HGU atas  kawasan  

hutan  yang  te lah  mendapat  SK Pelepasan  te rsebu t  an.  

Penggugat .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  16  s/d  19  memor i  gugatan  

Penggugat  yang  pada in t i n ya  menyatakan  bahwa te rhadap  

kawasan  hutan  yang  te lah  mempero leh  SK Pelepasan  an  

Penggugat  te rsebu t  te lah  di l akukan  pengukuran  oleh  

pegawai  BPN,  te tap i  t i dak  dapat  d ibua tkan  Ber i t a  

Acara- nya,  karena  Bupat i  Labuhan  Batu  te l ah  

member ikan  I j i n  Lokas i  kepada  pihak  la i n  ada lah  dal i l  

yang  t i dak  berdasar  hukum  yang  kuat ,  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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J ika  benar  Penggugat  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  

atas  penerb i t an  SK  Bupat i  Labuhan  Batu  ten tang  

Pember ian  I j i n  Lokas i  kepada  pihak  la i n  (PT.  

Perkebunan  Nusanta ra  IV  (Persero ) ,  mest inya  

Pengugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  untuk  membata lkan  SK Bupat i  Labuhan  

Batu  ten tang  Pember ian  Iz i n  Lokas i  kepada  Pihak  

la i n  di  atas  kawasan  hutan  yang  te l ah  mempero leh  

SK Pelepasan  dimaksud.  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faktanya  sampai  saat  in i  t i dak  ada putusan  pengad i l an  

yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  te tap  yang  

menyatakan  t i dak  sah  dan  atau  membata lkan  

Keputusan  Bupat i  Labuhan  Batu  dimaksud.  ;

Lag i  pu la  I j i n  Lokas i  an.  Penggugat   te lah  hab is  masa 

ber lakunya  dan  sesua i  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undagan  t i dak  dapat  d iperpan jang  lag i ,  

seh ingga  merupakan  kewenangan  Bupat i  Labuhan  Batu  

untuk  member i kan  i j i n  lokas i  untuk  p ihak  la i n ,  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku .  Dengan  t i dak  adanya  i j i n  

lokas i  an.  Penggugat ,  maka  Penggugat  t i dak  dapat  

melan ju t kan  keg ia tannya .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Masalah  te rsebu t  juga  t imbu l  karena  kesa lahan  

Pengugat  send i r i ,  karena   per in t ah  pembayaran  

biaya  pengukuran  oleh  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

pada  tahun  tangga l  26  Oktober  1999  

baru  di l aksanakan  oleh  Penggugat  pada  tahun  2005,  

ket i ka  Penggugat  sudah  mempero leh  per i nga tan  3 

( t i g a )  ka l i  dar i  Tergugat .  Hal  te r sebu t  

menunjukkan  ket i dakse r i u san  Penggugat  untuk  

membangun  usaha  perkebunan  sebaga imana  tu j uan  

pember ian  SK  Pelepasan .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  17  Ayat  (1 )  Keputusan  

Bersama  Menter i  Kehutanan,  Menter i  Per tan ian  dan  

Kepala  Badan  Per tanahan  nas iona l  No.  364/Kp ts -

I I / 90 ,  No.  519/Kp ts /HK.050 /7 /90  dan  No.  23- VI I I -

1990  ten tang  Keten tuan  Pelepasan  Kawasan Hutan  dan  

Pember ian  Hak Guna Usaha  Untuk  Pengembangan  Usaha 

Per tan ian ,  d i ten tukan  bahwa  dalam  hal  Pemohon 

t i dak  melunas i  se lu ruh  biaya  penataan  batas  dan  

pengukuran  kadast ra l  da lam  waktu  60  (enam puluh)  

har i  se jak  tangga l  pember i t ahuan ,  maka perse tu j uan  

pelepasan  kawasan  hutan  diba ta l kan  secara  te r t u l i s  

o leh  Menter i  Kehutanan .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Berdasarkan  ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka  dal i l - da l i l  

Pengugat  te rsebu t  ada lah  sangat  t i dak  bera lasan ,  

seh ingga  harus  d i t o l a k .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  21  halaman  14,  angka  37  

halaman  19,  dan  angka  41  halaman  21  memor i  gugatan  

yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  penerb i t an  

Keputusan  TUN obyek  gugatan  a quo melanggar  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik  te ru tama  asas  kepas t i an  

hukum dan  asas  te r t i b  penye lenggaraan  negara  ada lah  

dal i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  berdasar ,  dengan  

alasan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa penerb i t an  keputusan  TUN obyek  gugatan  a  quo  

jus t r u  untuk  member ikan  kepast i an  hukum  atas  

kawasan  hutan  yang                       te lah  

mempero leh  SK Pelepasan  untuk  bud idaya  perkebunan  

an.  PT.  Wananaul i  Nusa  Persada ,  te tap i  te rnya ta  

Penggugat  t i dak  dapat  menyelesa i kan  pengurusan  Hak 

Guna Usaha  se lu ruh  area l  pe lepasan  dalam  tempo  1 

(sa tu )  tahun  sebaga imana  d ia tu r  da lam  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  188/Kpts -

I I / 1999 .  ;  - - - - - -

Disclaimer
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Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  15  ayat  (1 )  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  No.  146/Kp ts - I I / 2003  

ten tang  Pedoman Evaluas i  Penggunaan  Kawasan  Hutan  

Ex Kawasan Hutan  untuk  Pengembangan  Usaha Budidaya  

Perkebunan ,  di ten tukan  bahwa  Pemegang  Sura t  

Keputusan  Pelepasan  Kawasan  Hutan ,  da lam  jangka  

waktu  1  (sa tu )  tahun  Keputusan  Pelepasan  Kawasan  

Hutannya  d iusu l kan  untuk  diba ta l kan  apab i l a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t i dak  memanfaa tkan  kawasan  hutan  yang  di l epaskan  

te rsebu t  untuk  usaha  perkebunan.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

t i dak  melaksanakan  keg ia tan  perkebunan  anta ra  la i n  

luas  dan  jen i s  tanaman  sesua i  dengan  Proyek  

Proposa l  yang  dise tu j u i  o leh  Dinas  te rka i t   d i  

b idang  perkebunan  t i ngka t  Prop ins i  yang  

bersangku tan  dan  Iz i n  Usaha  Perkebunan.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t i dak  menyelesa i kan  pengurusan  Hak  Guna  Usaha.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  t i dak  dise lesa i kannya  pengurusan  Hak 

Guna  Usaha  se lu ruh  area l  pe lepasan  sebaga imana  

kewaj i ban  Penggugat  yang  te rcan tum  da lam  SK 

Pelepasan  an  Penggugat  maka  di  lapangan  te l ah  

menimbulkan  adanya  ket i dakkepas t i an  hukum mengenai  

s ta tus ,  batas  dan luas  dan s iapa  yang  menguasa inya  

seh ingga  per lu  d iambi l  langkah  st ra t eg i s  dengan  

mencabut  atau  membata lkan  Sura t  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  188/Kp ts - I I / 1999  an.  Penggugat  

dengan  Keputusan  TUN  obyek  gugatan  a  quo.  ;  

- - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t ,  maka  penerb i t an  

Keputusan  TUN obyek  gugatan  a  quo  t i dak  melanggar  

Halaman 41 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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asas  kepas t i an  hukum.  ;  - - - - - - -

Demik ian  juga  penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  

a  quo  t i dak  melanggar  asas  te r t i b  penye lenggaraan  

negara ,  karena  penerb i t an  Keputusan  TUN  obyek  

gugatan  a  quo  sudah  d idasarkan  pada  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  sebaga i  

sa lah  satu  sarana  pengatu ran  dalam  te r t i b  

Penye lenggaraan  Negara   ya i t u  Pasal  15  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  No.  146/Kp ts - I I / 2003  dan  SK 

Pelepasan  Kawasan Hutan  untuk  perkebunan  atas  nama 

PT.  Wananaul i  Nusa  Persada  (Penggugat )  send i r i ,  

yang  menentukan  bahwa  apab i l a  Penggugat  t i dak  

dapat  menyelesa i kan  pengurusan  HGU dalam  waktu  

yang  di t en tukan  maka  SK Pelepasan  te rsebu t  bata l  

dengan  send i r i n ya  dan  area l  kembal i  menjad i  

penguasaan  Depar temen Kehutanan .  ;  - -  

Dengan  demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN  obyek  

gugatan  a  quo  t i dak  melanggar  asas  te r t i b  

penye lengaraan  Negara .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka 

penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a quo t i dak  

melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

khususnya  asas  kepast i an  hukum  dan  asas  te r t i b  

penye lenggaraan  Negara ,  dan  o leh  karenanya  da l i l  

Penggugat  te rsebu t  d i  atas  adalah  t i dak  benar  dan  

harus  di  to l ak .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  angka  22  s/d  31  memor i  gugatan  yang  

pada  in t i n ya  bahwa  Penggugat  te l ah  member i t ahukan  

kepada  Tergugat  mengenai  adanya  kenda la  pengurusan  

HGU dika renakan  adanya  permasa lahan  hukum  anta ra  

Penggugat  dengan Bupat i  Labuhan  Batu ,  merupakan  da l i l  

yang  t i dak  benar  dan  t i dak  berdasar ,  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebelum  menerb i t kan  Keputusan  TUN  obyek  gugatan  
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a.quo ,  kepada  Penggugat  te lah  dibe r i k an  waktu  yang  

cukup  lama,  masing- masing  dengan:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  per inga tan  I  Nomor  1016/V I I I - PW/2000  tangga l  

4  Desember  2000  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Sura t  per inga tan  I I  Nomor  S.  345/Menhut -

VI I /PW/2004  tangga l  19  Apr i l  2004,  dan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Sura t  per inga tan  I I I  Nomor  S.  449/Menhut -

VI I /PW/2005  tangga l  26  Apr i l  2005.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  3 ( t i ga )  Sura t  Per inga tan  te rsebu t ,  te rnya ta  

Penggugat  t i dak  member ikan  jawaban  atau  tanggapan.  

Bahwa  da lam  per inga tan  I I I  te r sebu t ,  d isebu tkan  

secara  je l as  bahwa  sega l              ak iba t  

hukumnya  apab i l a  Penggugat  t i dak  segera  memenuhi  

kewaj i ban  sebaga imana  yang  dipe r i nga t kan ,  ya i t u  SK 

Pelepasan             an Penggugat  akan  d icabu t .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Di  samping  te l ah  diber i kan  per inga tan  3 ( t i ga )  ka l i ,  

Tergugat  masih  member ikan  kesempatan  kepada  

Penggugat  untuk  memenuhi  kewaj i bannya  dengan  

member ikan  perpan jangan  waktu  6  (enam)  bulan  

sesua i  sura t  Terguga t   No.  S.551/Menhut - I I / 2005  

tangga l                  20 September  2005,  dengan  

keten tuan  bahwa  apab i l a  sampai  batas  waktu  yang  

di t en tukan  PT.  Wananaul i  Nusapersada  t i dak  dapat  

menyelesa i kan  pengurusannya  maka Keputusan  Menter i  

Halaman 43 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.
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Kehutanan  No.  188/Kp ts - I I / 1999  tangga l  8  Apr i l  

1999  ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  untuk  

Perkebunan   atas  nama PT.  Wananaul i  Nusa  persada  

se luas  8.225 ,30  hekta r  d i  Prop ins i  Sumatera  Utara ,  

d icabu t .

Faktanya  sampai  batas  waktu  6  (enam)  bulan  se jak  

tangga l  te rsebu t ,  Penggugat  t i dak  dapat  

menyelesa i kan  pengurusan  HGU,  dan  oleh  karenanya  

Tergugat  mencabut  SK Pelepasan,  dengan   Keputusan  

TUN  obyek  gugatan  a.quo .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adanya  permasa lahan  anta ra  Penggugat  dengan  Bupat i  

Labuhan  Batu ,  merupakan  kesa lahan  dar i  Pihak  

Penggugat  send i r i  yang  t i dak  segera  memenuhi  

kewaj i bannya  sampai  masa ber lakunya  I j i n  Lokas i  an 

Penggugat  berakh i r  seh ingga  Bupat i  menerb i t kan  SK 

I j i n  lokas i  kepada  pihak  la i n .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Adanya  putusan  Pengadi l an  Rantau  Prapat  sebaga imana  

dal i l  Penggugat ,  t i dak  te rka i t  langsung  dengan  

obyek  gugatan  a.quo  karena  a lasan  penerb i t an  

Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  t i dak  te rka i t  

dengan  SK I j i n  Lokas i  yang  te lah  di t e r b i t k an  oleh  

Bupat i  Labuhan  Batu ,  seh ingga  t i dak  dapat  

d i j ad i kan  a lasan  Penggugat  untuk  t i dak  memenuhi  

kewaj i ban  penye lesa i kan  pengurusan  HGU. ;

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  da l i l  

Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  Pengugat  te l ah  

member i t ahukan  kepada  Tergugat  mengenai  adanya  

kenda la  pengurusan  HGU, karena  adanya  permasa lahan  

hukum anta ra  Penggugat  dengan  Bupat i  Labuhanbatu  

ada lah  t i dak  benar  dan  oleh  karenanya  dal i l  

Penggugat  te rsebu t  d i  atas  harus  di  to l ak .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dal i l  Penggugat  pada  angka  33  memor i  gugatan  yang  pada  

in t i n ya  menyatakan  bahwa  te rdapa t  miss  

comunica t i on /sa lah  komunikas i  anta ra  Tergugat  dengan  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Pusat  ada lah  dal i l  yang  

t i dak  benar ,  karena  masing- masing  ins tans i  mempunyai  

kewenangan  sesua i  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku .  Memang pengurusan  HGU menjad i  

wewenang  BPN,  te tap i  karena  dalam  SK  Pelepasan  

dican tumkan  kewaj i ban  penye lesa i an  pengurusan  HGU, 

mest inya  Penggugat  melaporkan  secara  berka la  

perkembangan  pemenuhan  kewaj i ban  te rsebu t  kepada  

pember i  i j i n  (dh i  Terguga t )  set i dak - t i daknya  6 (enam)  

bulan  se jak  SK Pelepasan .  Faktanya  Penggugat  baru  

member ikan  laporan  perkembangan  pengurusan  HGU 

sete lah  mendapat  per inga tan  3  ( t i ga )  ka l i .  ;  

- - - - - - - - - - - - -

Dal i l  Penggugat  pada  angka  34  memor i  gugatan  ada lah  

pemutarba l i k an  fak ta ,  dengan  alasan  bahwa 

dibe r i kannya  perpan jangan  waktu  pengurusan  HGU se lama  

6  (enam)  bulan  sesua i  sura t  Terguga t  No.  

S.551/Menhut - I I / 2005 ,  ada lah  merupakan  ke ing inan  dan  

permohonan  Penggugat  send i r i  mela lu i  sura tnya ,  

seh ingga  t i dak  benar  j i ka  Penggugat  kemudian  

mempermasalahkan  ket i dakkons i s t enan  Penggugat  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo .  Adanya  

fak ta  bahwa  waktu  perpan jangan  leb ih  dar i  6  (enam)  

bulan  ada lah  semata- mata  untuk  member i kan  kesempatan  

kepada  Penggugat  untuk  memenuhi  kewaj i bannya ,  

meskipun  pada  akh i rnya  Penggugat  te tap  t i dak  dapat  

memenuhi  kewaj i bannya  te rsebu t .  ;  - - - - - - - - -

Dal i l  Pengugat  pada  angka  35,  36  dan  37  memor i  gugatan  

yang  menyatakan  bahwa penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  

gugatan  a.quo  t i dak  dikoord i nas i kan  dengan BPN adalah  

dal i l  yang  menyesatkan ,  karena  penerb i t an  Keputusan  

TUN obyek  gugatan  a.quo  sepenuhnya  menjad i  wewenang  
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Tergugat  dengan  d idasarkan  t i dak  dipenuh inya  

kewaj i ban  oleh  te rguga t  dan  sesua i  dengan   keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  SK 

Pelepasan  an.  Penggugat .  Penerb i t an  Keputusan  TUN 

obyek  gugatan  a.quo  t i dak  memer lukan  perse tu j uan  

maupun  koord inas i  dengan  ins tans i  la i n .  Dengan  

demik ian  dal i l  Penggugat  te r sebu t  sangat  menyesatkan  

seh ingga  harus  d i t o l a k .   ;

Dal i l  Penggugat  pada  angka  37  s/d  41  memor i  gugatan  

yang  pada in t i n ya  menyatakan  bahwa perbuatan  Tergugat  

ber ten tangan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  

ada lah   da l i l  yang  t i dak  benar ,  dengan  alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas  propors i ona l ,  dengan  

alasan   asas  propors iona l i t a s  ada lah  asas  yang  

menutamakan  kese imbangan  anta ra  hak  dan kewaj i ban .  

Hak  Penggugat  ada lah  te tap  mempero leh  SK 

Pelepasan ,  kewaj i ban  Penggugat  ada lah  

menyelesa iakan  pengurusan  HGU dalam  jangka  waktu  

yang  di ten tukan .  Kenyataannya  kewaj i ban  Penggugat  

te rsebu t  t i dak  dapat  d ipenuh i ,  seh ingga  untuk  

menjamin  kese imbangan  atas  t i dak  di l aksanakan  

kewaj i ban  te rsebu t  per lu  meniadakan  (mencabut )  hak  

Penggugat  dengan  mencabut  SK  Pelepasan .  Dengan  

demik ian  penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  

a.quo  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  

propors i ona l i t a s .

Penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas  kepas t i an  hukum,  dengan  

alasan  penerb i t an  Keputusan  TUN  obyek  gugatan  

a.quo  sudah  d i l andaskan  pada  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  kepatu tan  

sebaga i  ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Sudah  sesua i  dengan  Dik tum  KESEMBILAN Keputusan  

Menter i  Kehutanan  No.  188/KPts - I I / 1999 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Didasarkan  pada  Pasa l  17  ayat  (1 )   Keputusan  

bersama Menter i  Kehutanan ,  Menter i  Per tan ian  dan  

Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  Nomor 364/Kpts -

I I / 1990 ,  Nomor  519/kp t s /HK.050 /7 /90  dan  No.  23-

VI I I - 1990 tangga l  25 Ju l i  1990 ten tang  Keten tuan  

Pelepasan  Kawasan  Hutan  dan  Pember ian  Hak  Guna 

Usaha  untuk  Pengembangan  Usaha  Per tan ian ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sesua i  dengan  Pasal  15  ayat  (1 )  Keputusan  Menter i  

Kehutanan  No.  146/Kp ts - I I / 2005 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Sesua i  dengan  Sura t  Menter i  Kehutanan  No.  

S.551/Menhut - I I / 2005  tangga l  20  September  2005;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kepada  Penggugat  sudah  diber i kan  per inga tan  

sebanyak  3  ( t i ga )  ka l i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas  kepent i ngan  umum,  karena  

asas  te rsebu t  mengutamakan  kese jah te raan  umum 

dimana  j i ka  dihubungan  dengan  perbua tan  Penggugat  

yang  te lah  menelan ta r kan  kawasan  hutan  yang  

mendapat  SK  Pelepasan ,  nyata - nyata  penerb i t an  

Keputusan  TUN  obyek  gugatan  a.quo  t i dak  

ber ten tangan  dengan  asas  kepent i ngan  umum.  

Penerb i t an  Keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  untuk  

mel indungan  tanah  negara  yang  oleh  Penggugat  
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di t e l an ta r kan ,  seh ingga  t i dak  member ikan  

kont r i b us i  apa  pun  untuk  kese jah te raan  masyaraka t  

sek i t a r .  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penerb i t an  keputusan  TUN obyek  gugatan  a.quo  t i dak  

beren tangan  asas  te r t i b  penye lenggaraan  negara ,  

dengan  alasan  penerb i t an  Keputusan  TUN  obyek  

gugatan  a.quo  di l akukan  semata- mata  sebaga i  bentuk  

pengenda l i an  Pemer in tah  da lam  menindak  lan ju t i  SK 

Pelepasan  yang  te l ah  dibe r i k an  kepada  Penggugat ,  

te tap i  t i dak  dike r j a kan  dan  d ise lesa i kan  

kewaj i bannya .  Hal  te rsebu t  d i l akukan  untuk  

menjamin  kete r t i b an ,  kete ra tu r an  dalam 

Penye lenggaraan  Negara  khususnya  bagi  Depar temen  

Kehutanan  te rka i t  dengan  pelepasan  kawasan  hutan  

untuk  kepent i ngan  bud idaya  perkebunan .  Dengan  

demik ian  penerb i t an  keputusan  TUN obyek  gugatan  

a.quo  t i dak  beren tangan  dengan  asas  te r t i b  

penye lengaraan  negara .  ;  - - - - -

Dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  penerb i t an  

Keputusan  TU obyek  gugatan  a.quo  sudah  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  dan  oleh  karenanya  cukup  

alasan  bag i  Maje l i s  Hakim  untuk  menolak  gugatan  

Penggugat  se lu ruhnya .  ;  - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  sega la  ura ian  baik  da lam  pokok  perkara  di  

atas ,  se lan ju t nya  Tergugat  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  

menangan i  perkara  a  quo  untuk  berkenan  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutuskan  sengketa  ta ta  usaha  negara  in  

l i t i s ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Dalam Ekseps i  :

Mener ima  ekseps i  Tergugat ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  

onvantke l i j k  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam pokok  perkara  :

Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  te rhadap  Jawaban  Tergugat  te rsebu t  d ia tas ,  

p ihak  Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i knya  pada  

pers i dangan  tangga l  30  Oktober  2008,  yang  untuk  

mempers ingka t  t i dak  akan  d imasukkan  dalam  ura ian  putusan  

in i  akan  te tap i  te tap  dianggap  merupakan  bag ian  dar i  

putusan  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t ,  Terguga t  te l ah  

mengajukan  Dupl i k  /  Tanggapan  pada  pers i dangan  tangga l  6 

Nopember  2008  yang  dengan  alasan  sebaga imana  te rsebu t  

d ia tas  juga  t i dak  akan  dica tumkan  dis i n i ;  - - - - - - - - - -

bahwa,  untuk  memperkua t  da l i l - da l i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  te l ah  di l ega l i s i r  dan dimete ra i kan  dengan  

cukup  yang  dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 11,  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  BUKTI  P – 1  :   Foto  copy  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  SK.34/Menhut -

I I / 2008 ,  tangga l   14  Februar i  2008  

ten tang  PENCABUTAN  SK  No:  188/Kpts -

I I / 1999 ,  tangga l  8  Apr i l  1999  ten tang  

Halaman 49 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan  Kawasan  Hutan  se luas  + 

8.255 ,30  Ha,  yang  te r l e t a k  d ike lompok  

Hutan  Sungai  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  

Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Labuhanbatu ,  Prop ins i  Daerah  

Tingka t   I  Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha  

Budidaya  Perkebunan  atas  nama 

PT.  Wananaul i  Nusapersada .  (Sesua i  

dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  BUKTI  P – 2  :   Foto  copy  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  

188/Kp ts - I I / 1999 ,  tangga l  8  Apr i l  1999  

ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  se luas  

8.255 ,30  (De lapan  r i bu  dua  ra tus  l ima  

puluh  l ima ,  t i ga  puluh  persera tus )  

Hektar  yang  te r l e t a k  dike lompok  Hutan  S.  

Barumun  dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhanbatu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t   I  

Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha  Budidaya  

Perkebunan  atas  nama  PT.  Wana  nau l i  

Nusapersada .  (Sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - -

3.  BUKTI  P – 3  :   Foto  copy  Sura t  dar i  

Kuasa  Hukum PT.  Wananaul i  Nusapersada  

kepada  Deput i  Bidang  In fo rmas i  

Per tanahan  Di rek tu r  Pengukuran  dan  

Pemetaan  Badan Per tanahan  Nasiona l  Nomor  

29/HSR/SP- BPNP/ IX /2006  tangga l  27 

September  2006  per iha l  Pember i t ahuan  

(Sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  BUKTI  P – 4  :   Foto  copy  Surat  dar i  Kuasa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum PT.  Wananaul i  Nusapersada  kepada  

Deput i  Bidang  In fo rmas i  Per tanahan  

Di rek tu r  Pengukuran  dan  Pemetaan  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  :  49/HSR/SP-

BPNP/I I I /  2007,  tangga l   21  Maret  2007  

per iha l  Pember i t ahuan  (Sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  BUKTI  P – 5  :   Foto  copy  Sura t  dar i  Kuasa  

Hukum PT.  Wananaul i  Nusapersada  kepada  

Menter i  Kehutanan  R. I .  tangga l    27 

September  2006  per iha l   tembusan  sura t  

yang  di tu j ukan  kepada  Deput i  Bidang  

In fo rmas i  Per tanahan  Di rek tu r  Pengukuran  

dan  Pemetaan  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

(Sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  BUKTI  P – 6  :   Foto  copy  Surat  dar i  Kuasa  

Hukum PT.  Wananaul i  Nusapersada  kepada  

Menter i  Kehutanan  R. I .  tangga l    21 Maret  

2007  per iha l   tembusan  sura t  yang  

di t u j u kan  kepada  Deput i  Bidang  In fo rmas i  

Per tanahan  Di rek tu r  Pengukuran  dan  

Pemetaan  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

(Sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  BUKTI  P – 7  :   Foto  copy  Tanda  Ter ima  

Sura t  tangga l  21  Maret  2007  dar i  Kuasa  

Hukum PT.  Wananaul i  Nusapersada  kepada  

Menter i  Kehutanan  (Sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  - - -

8 BUKTI  P – 8 :   Foto  copy  Tanda Ter ima  Sura t  tangga l  

21  Maret  2007  dar i  Kuasa  Hukum  PT.  

Wananaul i  Nusapersada  kepada  Deput i  

Bidang  In fo rmas i  Per tanahan  Di rek tu r  

Pengukuran  dan  Pemetaan  Badan  Per tanahan  

Halaman 51 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasiona l  (Sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  BUKTI  P – 9  :   Foto  copy  Surat  Deput i  

Bidang  Hak  Tanah  dan  Pendaf ta ran  Tanah,  

Di rek tu r  Penetapan  Batas  Biang  Tanah  dan  

Ruang kepada  Sdr .  Heru  Santoso ,  SH. ,  MH.,  

Nomor  330.1 - 2822- Di i . 3  tangga l  13 

Desember  2006  per i ha l  perkembangan  

Penerb i t an  peta  Bidan  tanah  PT.  Wana 

nau l i  Nusa  Persada  (Sesua i  dengan  

as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. BUKTI  P – 10  :   Foto  copy  Notu len  Rapat  

permasa lahan  PT.  Wananaul i  Nusapersada  

Prov ins i  Sumatera  Utara  tangga l  25  Jun i  

2008  (Fo to  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. BUKTI  P – 11  :   Foto  copy  Putusan  Perkara  

Nomor  04/Pdt .G /2007 /  PN.RAP. ,  Tangga l  26 

Jun i  2008  anta ra  PT.  Wananaul i  

Nusapersada  lawan  Bupat i  Kabupaten  

Labuhan  Batu  (Fo to  copy  sesua i  

sa l i nannya) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  untuk  memperkua t  da l i l - da l i l  bantahannya ,  

Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tocopy  

sura t  yang te lah  di l ega l i s i r  dan dimete ra i kan  dengan cukup  

yang  diber i  tanda  T- 1 sampai  dengan T- 9,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  BUKTI  T- 1 : Foto  Copy  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  Nomor  SK.34/  Menhut -

I I / 2008 ,  tangga l   14  Februar i  2008  

ten tang  PENCABUTAN  SK  No:  188/Kpts -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I I / 1999 ,  tangga l  8  Apr i l  1999  ten tang  

Pelepasan  Kawasan Hutan  se luas  + 8.255 ,30  

Ha,  yang  te r l e t a k  dike lompok  Hutan  Sunga i  

Barumun  dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhanbatu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t   I  

Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha  Budidaya  

Perkebunan  atas  nama  PT.  Wananaul i  

Nusapersada .  (Sesua i  dengan as l i nya ) ;  

2.  BUKTI  T – 2 : Foto  copy  Sura t  Keputusan  

Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  

188/Kp ts - I I / 1999 ,  tangga l  8  Apr i l  1999  

ten tang  Pelepasan  Kawasan  Hutan  se luas  

8.255 ,30  (De lapan  r i bu  dua  ra tus  l ima  

puluh  l ima ,  t i ga  puluh  persera tus )  

Hektar  yang  te r l e t a k  dike lompok  Hutan  S.  

Barumun  dan  sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  

Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhanbatu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t   I  

Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha  Budidaya  

Perkebunan  atas  nama  PT.  Wana  nau l i  

Nusapersada .  (Sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - -

3.  BUKTI  T – 3 : Foto  copy  Sura t  Keputusan  

Bersama  Menter i  Kehutanan,  Menter i  

Per tan ian  dan  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  364/Kpts - I I / 90 ,  

519/Kp ts /Hk .050 /7 / 90 ,  23- VI I I - 1990  

tangga l  25  Ju l i  1990  ten tang  Keten tuan  

Pelepasan  Kawasan  Hutan  dan  Pember ian  

Hak  Guna Usaha  untuk  Pengembangan  usaha  

Per tan ian  (Sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  BUKTI  T – 4 : Foto  copy  Sura t  Keputusan  

Halaman 53 dar i  76 Halaman Putusan  No.  135/G/2008 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menter i  Kehutanan  Nomor  146/Kp ts -

I I / 2003 ,  tangga l  22  Apr i l  2003  ten tang  

Pedoman  Evaluas i  Penggunaan  Kawasan 

Hutan  /  Ex  Kawasan  Hutan  untuk  

Pengembangan  usaha  Budidaya  Perkebunan  

(Sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  BUKTI  T – 5 : Foto  copy  Pera tu ran  

Menter i  Kehutanan  Nomor  P.31/Menhut -

I I / 2005 ,  tangga l  25  Oktober  2005  ten tang  

Pelepasan  Kawasan  Hutan  Dalam  Rangka  

Pengembangan  usaha  Budidaya  Perkebunan  

(Sesua i  dengan  as l i n ya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

6.  BUKTI  T – 6 : Foto  copy  Sura t  Kepala  

Badan  Plano log i  Kehutanan  dan  Perkebunan  

kepada  PT.  Wananaul i  Nusa  Persada  Nomor  

1016/V I I I - PW/2000  tangga l  4  Desember  

2000  Per iha l  Tindak  lan ju t  Pelepasan  

Kawasan  Hutan  untuk  Perkebunan  atas  nama 

PT.  Wananaul i  Nusa  Persada  di  Prop ins i  

Sumatera  Utara  (Per i nga tan  I )  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

7.  BUKTI  T – 7 : Foto  copy  Sura t  Kepala  

Badan  Plano log i  Kehutanan  kepada  

Di rek tu r  Utama  PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  Nomor  S.345 /Menhut - VI I /PW/2004  

tangga l  19  Apr i l  2004  Per iha l  Tindak  

lan ju t  Pelepasan  Kawasan  Hutan  untuk  

Perkebunan  atas  nama PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  

(Per i nga tan  I I )  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  BUKTI  T – 8 : Foto  copy  Sura t  Kepala  

Badan  Plano log i  Kehutanan  kepada  

Di rek tu r  Utama  PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  Nomor  S.449 /Menhut - VI I /PW/2005  

tangga l  26  Apr i l  2005,  Per iha l  

Per inga tan  I I I  (Terakh i r )  te rhadap  

Tindak  lan ju t  Pelepasan  Kawasan  Hutan  

untuk  Perkebunan  atas  nama PT.  Wananaul i  

Nusa  Persada  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  BUKTI  T – 9 : Foto  copy  Sura t  Menter i  

Kehutanan  kepada  Di rek tu r  Utama  PT.  

Wananaul i  Nusa  Persada  Nomor  

S.551/Menhut - I I / 2005  tangga l  20 

September  2005  Per iha l  perpan jangan  

Jangka  Waktu  Pengurusan  Hak  Guna  Usaha 

(HGU)  atas  nama  PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  di  Prop ins i  Sumatera  Utara  

(Per i nga tan  I )  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

bahwa,  pihak  Penggugat  dan  Tergugat  te l ah  mengajukan  

Kesimpulan- Kesimpulannya  masing- masing  dalam  perkara  in i  

pada  pers i dangan  tangga l  18  Nopember  2008,  yang  is i  

se lengkapnya  dar i  Kesimpulan  para  pihak  te rsebu t  d ia tas  

cukup  di tun j uk  pada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam pers idangan  
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se lama  pemer iksaan  perkara  in i  ber langsung  sebaga imana  

te lah  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  

dan  Ber i t a  Acara  Pers idangan ,  d ianggap  te l ah  masuk  dan  

merupakan  satu  kesatuan  da lam  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa,  se lan ju t nya  para  pihak  yang  berperka ra  mohon 

putusan  ;  - - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUMNYA :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  dalam 

duduknya  sengketa  te rsebu t ;   

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dan  

dimohonkan  pembata lannya  oleh  Penggugat  adalah  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  (Terguga t )  Nomor  :  

SK.34/Menhut - I I / 2008  tangga l  14  Februar i  2008  ten tang  

pencabutan  SK Nomor  188/Kp ts - I I / 1999  tangga l  8 Apr i l  1999  

ten tang  pe lepasan  kawasan  hutan  se luas  + 8.255 ,30  Ha,  yang  

te r l e t a k  d i  Kelompok  Sungai  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  

Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhan  Batu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara ,  

untuk  usaha  budi  daya  Perkebunan   atas   nama PT.  Wananaul i  

Nusapersada  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

p ihyak  Terguga t  da lam  Jawabannya  te r t angga l  16  Oktober  

2008  te lah  mengajukan  ekseps i ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  ekseps i  Terguga t  te rsebu t  

sebe lum  memper t imbangkan  ten tang  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa dal i l  ekseps i  Tergugat  pada pokoknya  

ada lah  bahwa gugatan  Penggugat  kada lua rsa  karena  menuru t  

Pasa l  55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 d i t en tukan  bahwa 

gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  dalam tengang  waktu  90  har i  

te rh i t u ng  se jak  di te r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  dan  Keputusan  

Tergugat  Nomor  SK34/Menhut - I I / 2008  yang  menjad i  obyek  

sengketa  di te rb i t k an  pada  tangga l  14  Februar i  2008  

sedangkan  gugatan  Penggugat  dia jukan  pada  tangga l  25  

Agustus  2008,  seh ingga  gugatan  Penggugat  dia j ukan  dalam 

tenggang  waktu  192  har i  dan  oleh  karenanya  gugatan  

Penggugat  sudah  kada lua rsa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  

p ihak  Penggugat  te l ah  member ikan  tanggapannya  mela lu i  

Repl i k  te r t angga l  30  Oktober  2008   yang  pada  pokoknya  

menolak  ekseps i  Tergugat  dengan  a lasan  bahwa  Tergugat  

te lah  sa lah  mencantumkan  a lamat  Penggugat  ya i t u  Ja lan  

Sujana  sedangkan  alamat  Penggugat  yang  benar  ada lah  Ja lan  

Sanjaya ,  fak tanya  Penggugat  baru  mener ima  Keputusan  obyek  

sengketa  pada  tangga l  24  Jun i  2008  i t upun  dengan  ja l an  

mencar i  d i  Kantor  Terguga t  (Ak ta  tanda  pener imaan  obyek  

sengketa  te r l amp i r  sebaga i  bukt i ) ,  seh ingga  apab i l a  

dihubungkan  dengan  gugatan  Penggugat  yang  dida f t a r kan  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tangga l  25 Agustus  2008,  gugatan  Penggugat  masih  dia j ukan  

dalam waktu  90 har i  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l  yur i d i s  para  

pihak  yang  bersengke ta  te rsebu t  Maje l i s  Hakim berpendapat  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  tenggang  waktu  mangajukan  

gugatan  di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  

keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ada lah  90 

har i  se jak  saat  d i te r imanya  atau  d iumumkannya  Keputusan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  Pera tu ran  dasar  yang  

mengatu r  kewenangan  Tergugat  menerb i t kan  Keputusan  obyek  

sengketa  baik  da lam  Keputusan  Bersama Menter i  Kehutanan ,  

Menter i  Per tan ian ,  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Nomor  :  364/Kp ts - I I / 1990 ,  Nomor  :  519/Kp ts /Hk .650 /7 / 90  dan  

Nomor  23- VI I I - 1990  tangga l  25 Ju l i  1990  ten tang  keten tuan  

pelepasan  kasawan  hutan  dan  pember ian  Hak  GUna Bangunan  

untuk  pengembangan  usaha  per tan ian ,  keputusan  Menter i  

Kehutanan  Nomor  146/Kp ts - I I / 2003  ten tang  pedoman eva luas i  

penggunaan  kawasan  hutan  ex  kawasan  hutan  untuk  

pengembangan  usaha  bud idaya  perkebunan  dan  pera tu ran  

Menter i  Kehutanan  Nomor  P.31/Menhut - I I / 2005  ten tang  

pelepasan  kawasan  hutan  dalam  rangka  pengembangan  usaha  

bud idaya  perkebunan,  te rnya ta  t i dak  ada  keten tuan  yang  

mengharuskan  penerb i t an  keputusan  obyek  sengketa  harus  

diumumkan,  oleh  karena  i t u  pengh i t ungan  tenggang  waktu  

penga juan  gugatan  harus  dih i t ung  se jak  saat  d i t e r imanya  

keputusan  obyek  sengketa  oleh  Penggugat  bukan  se jak  saat  

d i t e rb i t k an  Keputusan  obyek  sengketa  sebaga imana  

dida l i l k a n  dalam  ekseps i  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  sengketa  in i  Penggugat  

mendal i l k an  bahwa  Penggugat  te r l ambat  mener ima  Keputusan  

obyek  sengketa  karena  Tergugat  sa lah  menul i s  a lamat  

Penggugat  ya i t u  di  a lamat  Ja lan  Sujana  padaha l  a lamat  

Penggugat  seharusnya  Ja lan  Sanjaya ,  seh ingga  Penggugat  

baru  mener ima  Keputusan  obyek  sengketa  pada  tangga l  24  

Jun i  2008  dengan  mencar i  d i  Kanto r  Tergugat ,  dan  dal i l  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  diban tah  secara  tegas  oleh  

Tergugat  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  para  pihak  dalam  sengketa  in i  

t i dak  mengajukan  bukt i  tanda  te r ima  Keputusan  obyek  

sengketa  o leh  Penggugat ,  akan  te tap i  berdasarkan  dal i l  

Penggugat  te rsebu t  d ia tas  dihubungkan  dengan  bukt i  P- 10  

berupa  Notu len  Rapat  permasa lahan  PT.  Wananaul i  Nusa 

Persada  Prov ins i  Sumatera  Utara  da lam  angka  I  huru f  e 

disebu tkan  bahwa  Penggugat  dengan  sura t  Nomor  

21/WNN/VI /2008  tangga l  9  Jun i  2008  te lah  menyampaikan  

Sura t  Permohonan  Penin jauan  Kembal i  atas  penerb i t an  

Keputusan  obyek  sengketa ,  maka Maje l i s  Hakim  berpendapat  

bahwa  sebe lum  tangga l  9  Jun i  2008  atau  set i dak - t i daknya  

pada  tangga l  9  Jun i  2008  Penggugat  te lah  mener ima  dan  

mengetahu i  adanya  keputusan  obyek  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  te rsebu t  apab i l a  

dihubungkan  dengan  penga juan  gugatan  Penggugat  di  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tangga l  25  Agustus  2008,  maka  gugatan  Penggugat  masih  

da lam tenggang  waktu  90 har i  sebaga imana  di t en tukan  dalam 

Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  karena  gugatan  

Penggugat  d ia j ukan  dalam  waktu  77  har i  apab i l a  dih i t ung  

se jak  tangga l  9 Jun i  2008  (bu lan  Jun i  30 har i ,  bu lan  ju l i  

31 har i )  ;  - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  

maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  Ekseps i  Tergugat  t i dak  

cukup  bera lasan  hukum  seh ingga  menuru t  hukum  ekseps i  

te rsebu t  harus  d inya takan  di to l ak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - -

Menimbang,  bahwa  dasar  atau  a lasan  dia j ukannya  

gugatan  oleh  para  Penggugat  pada  pokoknya  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa sete lah  Penggugat  melaksanakan  prosedur  dan ta taca ra  

mempero leh  Iz i n  usaha  pada  tangga l  8  Apr i l  1999  

Penggugat  te l ah  mendapatkan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  188/Kp ts - I I / 1999  tangga l  8  Apr i l  1999,  ten tang  

pelepasan  kawasan  hutan  se luas  + 8.255 ,30  Ha  yang  

te r l e t a k  di  Kelompok  Sungai  Barumun  dan  sek i t a r nya ,  

Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  Tingka t  I I  

Labuhan  Batu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t  I  Sumatera  Utara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  atas  ke lan ju t an  Keputusan  Tergugat  te rsebu t ,  

Penggugat  mengajukan  sura t  permohonan  pengukuran  lahan  

kepada  Badan  Per tanahan  Nasiona l  dengan  sura t  Nomor  

01/WNN/VI I / 1999  tangga l                      12 Jun i  1999  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  atas  sura t  te r sebu t  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

mengi r im  sura t  kepada  Penggugat  mela lu i  sura t  Nomor  

792/D.4 /X /99  tangga l  26 Oktober  1999,  yang  memer in tahkan  

agar  Penggugat  membayar  b iaya  pengukuran  sebesar  Rp.  

174.113 .000 , - ,   b iaya  mana  t i dak  te rmasuk  biaya  

pembuatan  dan  pemasangan  tugu- tugu  batas  beser ta  biaya  

t ranspor t as i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa oleh  karena  kes ibukan  re fo rmas i  dan  gel i a t  po l i t i k  

pada  tahun  1999  sampai  dengan  2002,  maka  biaya  

pengukuran  be lum dapat  d ibayarkan  kepada  pemer in tah  dan  

sesua i  dengan  sura t  Tergugat  Nomor  S.551/Menhut - I I / 2005  

tangga l   20  September  2005,  per iha l  perpan jangan  jangka  

waktu  pengurusan  Hak  Guna Usaha,  maka Penggugat  dibe r i  

perpan jangan  waktu  untuk  mengurus  Hak  Guna  Usaha  atas  
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lahan  perkebunan  PT.  Wananaul i  Nusa Persada  d i  Prop ins i  

Sumatera  Utara  ;  - - - - -

bahwa  kemudian  pada  tangga l  25  Agustus  2005  Penggugat  

menyeto r   kepada  negara  cq.  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Pusat  b iaya  pengukuran  sebesar  Rp.  366.228 .000 , -  dan  

biaya  t ranspor t as i  sebesar  Rp.  9.200 .000 , -  mala lu i  Bank  

Mandi r i  cabang  Jakar ta  Depar temen  PU  atas  nama 

Bendaharawan  Khusus  pener ima  Kanto r  Badan  Per tanahan  

Pusat  dengan  Nomor  Reken ing  AC.126- 0003018297  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa sete lah  penyeto ran  te rsebu t  pada tangga l  6 September  

2005,  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Pusat   mengi r im  sura t  

Nomor  610- 2289- DI I . 2  kepada  Kepala  Kanwi l  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Sumatera  Utara  dan  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  labuhan  batu ,  yang  pada  

pokoknya  member i t ahukan  bahwa  sehubungan  dengan  

pengukuran  te rsebu t   akan  dik i r im  3 ( t i g a )  petugas  untuk  

melaksanakan  peker j aan  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  sete lah  di l akukan  pengukuran  o leh  pegawai  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Pusat   d idamping i  Pegawai  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  Labuhan  Batu ,  te rnya ta  t i dak  dapat  

d ibua t  Ber i t a  Acara  pengukuran  karena  adanya  SK Bupat i  

KDH Tingka t  I I  Labuhan  Batu  Nomor  4 Tahun  2005  tangga l  

31  Mei  2005,  ten tang  pember ian  Iz i n  Lokas i  untuk  

keper l uan  usaha  perkebunan  Kelapa  Sawi t  PT.  Perkebunan  

Nusanta ra  IV  (Perse ro )  ;  - - - - - - - - - -

bahwa te rb i t n ya  Sura t  Bupat i  KDH Tingka t  I I  Labuhan  Batu  

Nomor  4  Tahun  2005,  tangga l  31  Mei  2005  te rsebu t  

menyebabkan  peno lakan  pembuatan  Ber i t a  Acara  pengukuran  

(merupakan  syara t  mendapatkan  iz i n  Hak              Guna 

Usaha) ,  seh ingga  Penggugat  melaporkan  permasa lahan  hukum 

te rsebu t  kepada  Deput i  b idang  In fo rmas i  Per tanahan  

Di rek tu r  Pengukuran  dan  Pemetaan  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  dengan  sura t  Nomor  29/HSR/SP- BPNP/IX /2006 ,  

tangga l  27  September  2006  yang  tembusannya  disampaikan  
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kepada  Tergugat  sebaga i  laporan  pengurusan  Hak  Guna 

Usaha  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  o leh  karena  t i dak  ada  ja l an  damai  da lam  sengketa  

Iz i n  Lokas i  te rsebu t  maka  pada  tangga l  5  Maret  2007,  

Penggugat  mendaf ta r kan  gugatan  di  Pengadi l an  Neger i  

Rantau  Prapat  mengenai  perbua tan  melawan  hukum  yang  

di l akukan  oleh  Bupat i  KDH Tingka t  I I  Labuhan  Batu ,  ha l  

te rsebu t  te lah  d ibe r i t a hukan  kepada  Deput i  b idang  

in f o rmas i  Per tanahan  Di rek tu r  Pengukuran  dan  Pemetaan  

Badan Per tanahan  Nasiona l  mela lu i  sura t  Nomor  49/HSR/SP-

BPNP/I I I / 2 007  tangga l  21  Maret  2007  yang  juga  

di t embuskan  kepada  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

bahwa atas  sura t  te r sebu t  Badan Per tanahan  Nasiona l  Pusat  

mela lu i  sura tnya  Nomor  330- 1- 2822- . I I . 3  tangga l  13 

Desember  2006  yang  pada  pokoknya  member i t ahukan  

penerb i t an  peta  bidang  tanah  pada  lokas i  yang  d imohon  

Penggugat  be lum  dapat  d i l ayan i  dan  area l  te rsebu t  

d inya takan  sebaga i  s ta tus  quo sampai  ada penegasan  t i dak  

te r j ad i  tumpang  t i nd i h  Sura t  Keputusan  Iz i n  lokas i  dar i  

Bupat i  Labuhan  Batu  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  dalam  Putusan  Pengadi l an  Neger i  Rantau  Prapat  

tangga l  26  Jun i  2006  dinya takan  bahwa Penggugat  ada lah  

pemegang  hak  pelepasan  hutan   berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  Nomor  188/Kpts - I I / 1999  

tangga l  8  Apr i l  1999  dan  menyatakan  perbua tan  Tergugat  

(Bupat i  KDH Tingka t  I I  Labuhan  Batu)  yang  menerb i t kan  

iz i n  lokas i  te rhadap  PT.  Paten  Alam  Lesta r i ,  PT.  

Perkebunan  Nusanta ra  IV  dan PT.  Toton  Usaha Mandi r i  yang  

menind ih  iz i n  lokas i  Penggugat  ada lah  sebuah  bentuk  

perbua tan  melawan  hukum (onrech tmat i ge  overhe idsdaad)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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bahwa dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas  te rbuk t i  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Keputusan  obyek  sengketa  t i dak  mengadakan  

pene l i t i a n  dan  pemer iksaan  di l apangan  dan  t i dak  

mengadakan  koord inas i  dengan  ins t i t u s i  te r ka i t  la i nnya  

(Badan  Per tanahan  Nasiona l )  mengenai  pengurusan  Hak Guna 

Usaha  yang  di l akukan  oleh  Penggugat ,  seh ingga  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa  te l ah  

melanggar  Asas- Asas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  3  Undang- Undang  Nomor  28  

Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yang  bers i h  

dan  bebas  KKN,  khususnya  asas  propors i ona l ,  kepas t i an  

hukum,  kepent i ngan  umum dan  asas  te r t i b  penye lenggaraan  

negara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  membantah  dengan  tegas  

dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  dengan alasan  pada  

pokoknya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa Menter i  Kehutanan  pada  tangga l  8 Apr i l  1999  mela lu i  

Sura t  Keputusan   Nomor 188/Kpts - I I / 1999  te l ah  melepaskan  

kawasan hutan  yang  te r l e t a k  d i  ke lompok  hutan  S  Barumun 

dan sek i t a r nya ,  Kecamatan  Panai  Tengah,  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Labuhanbatu ,  Prop ins i  Daerah  Tingka t   I  

Sumatera  Utara ,  untuk  Usaha  Budidaya  Perkebunan  kepada  

Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  dalam  Sura t  Keputusan  Pelepasan  te rsebu t ,  pada  

Dik tum  kesembi l an  disebu tkan  apabi l a  Penggugat  t i dak  

memanfaatkan  kawasan  hutan  atau  menyalahgunakan  

pemanfaa tannya  dan  atau  t i dak  menyelesa i kan  pengurusan  

Hak  Guna  Usaha  da lam  waktu  1  (sa tu )  tahun  se jak  

di t e rb i t k an  Keputusan  Pelepasan  kawasan  hutan ,  maka 

pelepasan  kawasan  hutan  dapat  d iba ta l kan  dan  area l  

te rsebu t  kembal i  da lam penguasaan  Depar temen Kehutanan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  berdasarkan  has i l  eva luas i  Depar temen  Kehutanan ,  

Penggugat  t i dak  menyelesa i kan  kewaj i ban  pengurusan  Hak 

Guna  Usaha  dan  atau  t i dak  melaporkan  progres  

penye lesa ian  Hak  Guna  Usaha  untuk  pengembangan  usaha  

perkebunan  pada  kawasan  hutan  yang  d i l epaskan  sesua i  

dengan  kewaj i ban  yang  te rcan tum  dalam  Sura t  Keputusan  

Pelepasan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  atas  hal  te rsebu t ,  Penggugat  te lah  diber i kan  

per inga tan  I ,  per inga tan  I I  dan  I I I  berdasarkan  sura t  

Kepala  Badan  Plano log i  kehutanan  masing- masing  Nomor  

1016/V I I I - PW/2000 tangga l  4 Desember  2000,  Sura t  Menter i  

Kehutanan  Nomor  S.345/Menhut - VI I /PW/2004  tangga l  19  

Apr i l  2004  dan  Sura t  Menter i  Kehutanan  Nomor  

S.449/Menhut - VI I /PW/2005  tangga l             26  Apr i l  

2005,  yang  pada  pokoknya  menyampaikan  agar  Penggugat  

menyelesa i kan  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  sesua i  dengan  

Sura t  Keputusan  Pelepasan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

bahwa  sete lah  mendapat  per inga tan  ke- 3  Penggugat  

mengajukan  permohonan  perpan jangan  waktu  penye lesa ian  

pengurusan  Hak  Guna  Usaha  dan  Tergugat   mela lu i  Sura t  

Nomor  S- 551/Menhut - I I / 2005  tangga l  20  September  2005,  

te lah  menyetu ju i  perpan jangan  pengurusan  Hak Guna Usaha 

kepada  Penggugat  untuk  jangka  waktu  6  bu lan ,  dengan  

keten tuan  apab i l a  Penggugat  t i dak  dapat  menyelesa i kannya  

maka Sura t  Keputusan  Pelepasan  te rsebu t  akan  dicabu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  o leh  karena  Penggugat  te tap  t i dak  menyelesa i kan  

kewaj i ban  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  te rsebu t ,  maka 

Tergugat  pada  tangga l                      14 Februar i  

2008,  menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa ,  seh ingga  

penerb i t an  Keputusan  te rsebu t  te l ah  sesua i  dengan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  
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t i dak  melanggar  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  dan  dal i l - da l i l  bantahan  Tergugat  te rsebu t ,  

se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  melakukan  Uj i  Keabsahan  hukum 

( rech tmat i ghe i ds  toe ts i ng )  te rhadap  Keputusan  Obyek  

sengketa  dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam melakukan  Uj i  Keabsahan  hukum 

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  menggunakan  to lok  ukur  keten tuan  

Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  

ya i t u  apakah  keputusan  obyek  sengke ta  di te r b i t k an  sesua i  

dengan pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB)  atau  t i dak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  seg i  pengu j i an  lega l i t a s  

berdasarkan  pen je lasan  Pasal  53  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  

ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

dar i  seg i  kewenangan,  ya i t u  apakah  Terguga t  berwenang  atau  

t i dak  menerb i t kan  Keputusan  obyek  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dar i  seg i  prosedur ,   apakah  penerb i t an  keputusan  obyek  

sengketa  te l ah  sesua i  dengan  prosedur  fo rma l  yang  

di t en tukan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dar i  seg i  subs tans i /ma te r i i l ,  ya i t u  apakah  penerb i t an  
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Keputusan  obyek  sengketa  secara  substans i  /  mater i i l  

te lah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  seg i  kewenangan,  Maje l i s  Hakim 

menunjuk  pera tu ran  dasar  ( rege l i n g )  yang  mengatu r  ten tang  

proses  pelepasan  kawasan  hutan  untuk  pengembangan  usaha  

bud idaya  per tan i an  ( te rmasuk  perkebunan)  ya i t u  keputusan  

bersama  Menter i  Kehutanan ,  Menter i  Per tan ian  dan  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  364/Kp ts - I I / 1990 ,  Nomor  

5198/Kp ts /  Hk.050/7 /90  dan  Nomor  23- VI I I - 1990  tangga l  25  

Ju l i  1990,  ten tang  keten tuan  pelepasan  kawasan  hutan  dan  

pember ian  Hak  GUna  Bangunan  untuk  pengembangan  usaha  

per tan ian  (v ide  BUkt i  T- 3) ,  khususnya  Pasa l  17  yang  

menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  pemohon  t i dak  melunas i  se lu ruh  biaya  untuk  

penataan  batas  dan  pengukuran   da lam  waktu  60  (enam 

puluh )  har i  se jak  tangga l  pember i t ahuan ,  maka 

perse tu j uan  pelepasan  Kawasan  Hutan  d iba ta l kan  secara  

te r t u l i s  o leh  Menter i  Kehutanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  berdasarkan  laporan  pen i l a i an  sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  9 ayat  (1 )  pemohon yang  t i dak  melaksanakan  

kewaj i ban  pers i apan  usaha  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  6  ayat  (3 ) ,  perse tu j uan  d iba ta l kan  secara  

te r t u l i s  o leh  Menter i  Kehutanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  

apab i l a  dihubungkan  dengan  bukt i  P- 1  =  T- 1  berupa  

Keputusan  ten tang  pencabutan  Keputusan  Tergugat  ten tang  

Pelepasan  Kawasan  Hutan ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

Tergugat  mempunyai  kewenangan  untuk  menerb i t kan  Keputusan  

obyek  sengketa  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  
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yang  ber l aku  ;  - -

Menimbang,  bahwa  dar i  seg i  prosedur  penerb i t an  

Keputusan  obyek  sengketa  memang t i dak  d ia tu r  secara  tegas  

oleh  Keputusan  Bersama  Menter i  Kehutanan ,  Menter i  

Per tan ian  dan  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  te r sebu t  

akan  te tap i  berdasarkan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  

Nomor  :  146/Kp ts - I I / 2003  tangga l  22  Apr i l  2003,  ten tang  

Pedoman  eva luas i  penggunaan  kawasan  hutan  /  ex  kawasan  

hutan  untuk  pengembangan  usaha  bud idaya  perkebunan  (Buk t i  

T- 4)  khususnya  Pasa l  6 d isebu tkan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemegang  perse tu j uan  yang  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  

bulan  se jak  keputusan  d i t e r b i t k an  t i dak  melaksanakan  

ta ta  batas  dan  pers i apan  baik  f i s i k  maupun 

admin is t r a t i f ,  perse tu j uan  pencadangannya  dapat  

d iba ta l kan ;  

Sebelum  sanks i  pembata lan  di te t apkan ,  kepada  pemegang  

perse tu j uan  pencadangan  d iber i kan  per inga tan  ber tu ru t -

tu ru t  3  ( t i ga )  ka l i   dengan  tenggang  waktu  30  ( t i ga  

puluh )  har i  ker j a  ;

Pember ian  per inga tan  sebaga imana  dimaksud  dalam ayat  (2 ) ,  

d i l aksanakan  oleh  Kepala  Badan Plano log i  Kehutanan  atas  

nama  Menter i  Kehutanan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  sete lah  d ibe r i kan  per i nga tan  3  ( t i ga )  ka l i  

sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (2 ) ,  pemegang  

perse tu j uan  pencadangan  t i dak  dapat  menyelesa i kan  

Kewaj iban  sebaga imana  dimaksud  keten tuan  yang  ber laku ,  

maka  perse tu j uan  pencadangan  diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pembata lan  perse tu j uan  pencadangan  pelepasan  kawasan hutan  

sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (4 )  d i te t apkan  o leh  

Menter i  Kehutanan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  

apab i l a  dihubungkan  dengan  fak ta - fak ta  dipe rs i dangan  
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khususnya  bukt i  T- 6  berupa  Sura t  Kepala  Badan  Plano log i  

Kehutanan  dan Perkebunan  Nomor :  1016/V I I I - PW/2000 tangga l  

4 Desember  2000,  ten tang  Per inga tan  I  t i ndak  lan ju t  Sura t  

Keputusan  Pelepasan  kawasan  hutan  untuk  perkebunan  atas  

nama  Penggugat ,  Bukt i  T- 7   berupa  Sura t  Kepala  Badan 

Plano log i  Kehutanan  Nomor  :  345/Menhut - VI I I / PW/2004 ,  

tangga l  19 Apr i l  2004,  ten tang  sura t  Per inga tan  I I  kepada  

Penggugat  dan  Bukt i  T- 8  berupa  Sura t  Kepala  Badan  

Plano log i  Kehutanan  Nomor  :  S.449/Menhut - VI I /PW/2005 ,  

tangga l  25  Apr i l  2005,  ten tang  Per inga tan  I I I  te rhadap  

t i ndak  lan ju t  Sura t  Keputusan  Pelepasan  kawasan  hutan  

untuk  perkebunan  atas  nama Penggugat ,  bahkan  berdasarkan  

bukt i  T- 9  te rnya ta  kepada  Penggugat  te l ah  dise tu j u i  

perpan jangan  waktu  untuk  pengurusan  Hak  Guna Usaha  untuk  

jangka  waktu  6  (enam)  bulan ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  prosedur  penerb i t an  keputusan  obyek  sengketa  

te lah  sesua i  dengan  prosedur  fo rma l  yang  di ten tukan  dalam 

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  seg i  substans i  /  mater i i l  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  17  Keputusan  Bersama Menter i  

Kehutanan ,  Menter i  Per tan ian  dan  Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  tangga l  25  Ju l i  1990,  d i ten tukan  bahwa  Menter i  

Kehutanan  berwenang  membata lkan  perse tu j uan  pe lepasan  

kawasan  hutan  dalam  ha l  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pemohon t i dak  melunas i  se lu ruh  biaya  untuk  penataan  batas  

dan  pengukuran  kadast ra l  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  7 ayat  (2 )  da lam waktu  60 (enam puluh)  har i  se jak  

tangga l  pember i t ahuan  ;  - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  berdasarkan  laporan  pen i l a i an  sebaga imana  dimaksud  

Pasa l  9  ayat  (1 ) ,  pemohon t i dak  melaksanakan  kewaj i ban  

pers i apan  usaha  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  6 ayat  

(3 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  dalam Dik tum  kesembi l an  
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Surat  Keputusan  Pelepasan  kawasan  hutan  Nomor  188/Kpts -

I I / 1999 ,  tangga l  8  Apr i l  1999  atas  nama Penggugat  (v i de  

Bukt i  P- 2 = T- 2)  d isebu tkan  bahwa apab i l a  Penggugat  t i dak  

memanfaatkan  kawasan  hutan  sesua i  dengan  keten tuan  yang  

te rcan tum  dalam  Dik tum  per tama  dan  atau  menyalahgunakan  

pemanfaa tannya  dan atau  t i dak  menyelesa i kan  Hak Guna Usaha  

dalam waktu  1 (sa tu )  tahun  se jak  di t e rb i t k annya  keputusan  

in i ,  maka pelepasan  kawasan  hutan  in i  dapat  d iba ta l kan  dan  

area l  te rsebu t  kembal i  da lam  penguasaan  Depar temen  

Kehutanan  dan  Perkebunan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  apab i l a  dihubungkan  dengan  fak ta  dipe rs i dangan  

yang  sampai  dengan di te rb i t k annya  Keputusan  obyek  sengketa  

pada  tangga l  14  Februar i  2008,  Penggugat  be lum  dapat  

melaksanakan  kewaj i bannya  untuk  menyelesa i kan  pengurusan  

Hak  Guna  Usaha  te rhadap  kawasan  hutan  untuk  perkebunan  

atas  nama Penggugat ,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  secara  

substans i ,  penerb i t an  keputusan  obyek  sengketa  te l ah  

sesua i  dengan  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  

penerb i t an  keputusan  obyek  sengketa  ba ik  dar i  seg i  

kewenangan,  prosedur  maupun  subs tans i  /  mater i i l  te l ah  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  apakah  penerb i t an  keputusan  obyek  

sengketa  te l ah  memperhat i kan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  

yang  baik  atau  t i dak ,  sebaga imana  dimaksud  keten tuan  Pasal  

53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  menel i t i  

secara  seksama  Kons ide ran  menimbang  huru f  b  keputusan  

obyek  sengketa  (v ide  Bukt i  P- 1  =  T- 1) ,  te rnya ta  

per t imbangan  di t e r b i t k annya  Keputusan  obyek  sengketa  

ada lah  berdasarkan  has i l  eva luas i  Depar temen  Kehutanan ,  

PT.  Wananaul i  Nusa Persada  (Penggugat )  t i dak  menyelesa i kan  

kewaj i ban  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  dan  atau  melaporkan  

progres  penye lesa ian  Hak  Guna  Usaha  untuk  pengembangan  

perkebunan  pada  kawasan  hutan  yang  di l epaskan  te rsebu t  

sesua i  dengan  Keputusan  Menter i  Kehutanan  dan  Perkebunan  

Nomor  188/Kp ts - I I / 1999 ,  tangga l  8  Apr i l  1999  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  a lasan  te rsebu t  apab i l a  

dihubungkan  dengan  Bukt i  P- 3,  P- 4,  P- 5,  P- 6,  P- 7 dan  P- 8 

yang  te rnya ta  pada tangga l                25 September  2006  

dan tangga l  21 Maret  2007,  Penggugat   te l ah  mengi r im  Sura t  

Pember i t ahuan  kepada  Deput i  Bidang  In fo rmas i  Per tanahan  

Di rek tu r  pengukuran  dan  pemetaan  Badan  Per tanahan  

Nasiona l ,  ten tang  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  oleh  

Penggugat ,  yang  tembusannya  d isampaikan  sebaga i  laporan  

perkembangan pengurusan  Hak Guna Usaha kepada  Tergugat  dan  

te lah  di te r ima  oleh  Terguga t ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  per t imbangan  Terguga t  da lam  menerb i t kan  

keputusan  obyek  sengketa  karena  Penggugat  t i dak  melaporkan  

progres  penye lesa ian  Hak  Guna  Usaha  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta  yang  sebenarnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  memang  benar  te rdapa t  fak ta  

dipe rs i dangan  sampai  dengan  penerb i t an  Keputusan  obyek  

sengketa ,  Penggugat  be lum dapat  menyelesa i kan  kewaj i bannya  

untuk  pengurusan  Hak  Guna  Usaha  sebaga imana  d imaksud  

Dik tum  kesembi l an  Sura t  Keputusan  Pelepasan  Kawasan  Hutan  

untuk  Perkebunan  atas  nama Penggugat ,  akan  te tap i  per l u  

dipe r t imbangkan  apakah  t i dak  se lesa inya  pengurusan  Hak 

Guna  Usaha  te rsebu t  o leh  karena  Penggugat  t i dak  
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melaksanakan  kewaj i bannya  ataukan  karena  suatu  sebab  la i n  

di l ua r  kekuasaan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l  Penggugat  da lam 

gugatannya  poin t  14,  Penggugat  te l ah  menyelesa i kan  

pembayaran  biaya  pengukuran  untuk  mengurus  Hak Guna Usaha,  

dengan  menyeto r  kepada  negara  cq.  Badan  Per tanahan  Pusat  

yakn i  b iaya  pengukuran  sebesar  Rp.  366.228 .000 , -  dan b iaya  

t ranspor t as i  sebesar  Rp.  9.200 .000 , -  mala lu i  Bank  Mandi r i  

Cabang  Jakar ta  Depar temen  PU atas  nama Bendahara  Khusus  

Pener ima  Kantor  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Pusat  nomor  

reken ing  Giro  AC 126- 0003018297  pada  tangga l  25  Agustus  

2005,  dan  pada  tangga l  6  September  2005  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  te lah  mengi r im  Sura t  Nomor  610- 2289- D. I I . . 2  

kepada  Kanwi l  Badan  Per tanahan  Nasiona l  prov ins i  Sumatera  

Utara  dan  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Labuhan  Batu  yang  

pokoknya  untuk  pengukuran  b idang  tanah  Penggugat  akan  

dik i r im  3  petugas  lapangan ,  dan  sete lah  d i l akukan  

pengukuran  oleh  pegawai  Badan  Per tanahan  Pusat  yang  

didamping i  pegawai  Kantor  Per tanahan  Kabupaten  Labuhan  

Batu ,  te rnya ta  pembuatan  Ber i t a  Acara  pengukuran  t i dak  

dapat  d i l akukan  karena  adanya  Keputusan  Bupat i  KDH Tingka t  

I I  Labuhan  Batu  Nomor  4  Tahun  2005  tangga l  31  Mei  2005,  

ten tang  pember ian  iz i n  lokas i  untuk  keper l uan  usaha  

perkebunan  ke lapa  sawi t  PT.  Perkebunan  Nusanta ra  IV  

(Perse ro )  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  P- 9,  Di rek tu r  

Penetapan  Batas  bidang  tanah  dan  ruang  atas  nama Deput i  

Bidang  Hak  tanah  dan  pendaf t a r an  tanah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Pusat  ,  mengi r im  sura t  kepada  Penggugat  tangga l  

13  Desember  2006,  yang  is i nya  pada  pokoknya  menyatakan  

penerb i t an  peta  bidang  tanah  yang  d imohon  Penggugat  be lum 

dapat  d i l ayan i  sampai  dengan  adanya  penegasan  t i dak  

te r j ad i  tumpang  t i nd i h  Sura t  Keputusan  Iz i n  Lokas i  dar i  

Bupat i  Labuhan  Batu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i  P- 11  berupa  

Putusan  Pengadi l an  Neger i  Rantau  Prapat  Nomor  

04/Pdt .G /2007 /PN.RAP,  tangga l                  26  Jun i  

2008,  anta ra  Penggugat  Lawan Bupat i  Kabupaten  Labuhan  Batu  

yang  menerb i t kan  Iz i n  Lokas i  untuk  keper l uan  usaha  

perkebunan  ke lapa  sawi t  kepada  PT.  Perkebunan  Nusanta ra  IV  

(Perse ro ) ,  PT.  Alam Lesta r i  dan                      PT.  

Tata  Usaha  Mandi r i ,  yang  sampai  gugatan  in i  d ipe r i k sa  

masih  da lam  pemer iksaan  t i ngka t  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l  dan  bukt i - bukt i  

te rsebu t  maka Maje l i s  Hakim  berpendapat  t i dak  se lesa inya  

pengurusan  Hak Guna Usaha atas  lahan  yang  sudah  di l epaskan  

kepada  Penggugat  bukan lah  disebabkan  oleh  karena  Penggugat  

t i dak  bersed ia  melaksanakan  kewaj i bannya  akan  te tap i  

d isebabkan  oleh  karena  adanya  keb i j a kan  Bupat i  KDH Tingka t  

I I  Labuhan  Batu  yang member i  Iz i n  Lokas i  d i l ahan  yang  sama 

kepada  pihak  la i n  padaha l  Iz i n  Lokas i  te rsebu t  te l ah  

dibe r i kan  kepada  Penggugat  sebe lumnya  dan  oleh  karena  

adanya  sura t   dar i  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Pusat  yang  

menyatakan  t i dak  dapat  menerb i t kan  peta  bidang  tanah  yang  

dimohonkan  oleh  Penggugat  sampai  adanya  penegasan  t i dak  

te r j ad i nya  tumpang  t i nd i h  Sura t  Keputusan  Iz i n  Lokas i  

te rhadap  lahan  te rsebu t ,  dan  keadaan  te rsebu t  te l ah  

di l apo rkan  kepada  Tergugat  sebaga i  laporan  perkembangan  

pengurusan  Hak  Guna  Usaha  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  t i dak  se lesa inya  

pengurusan  Hak Guna Usaha atas  lahan  yang  te l ah  d i l epaskan  

kepada  Penggugat  disebabkan  oleh  keadaan  yang  di l ua r  

kemampuan  Penggugat  dan  Penggugat  te l ah  mengupayakan  

penye lesa iannya  dengan menempuh upaya  gugatanan  perda ta  di  

Perad i l an  Umum  (v ide  Bukt i  P- 11) ,  maka  seharusnya  

kesa lahan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibebankan  kepada  Pengugat  
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sepenuhnya ,  apa lag i  Penggugat  te l ah  melunas i  b iaya  

penataan  batas  dan  pengukuran   dan  Tergugat  seharusnya  

memperhat i kan   te r l eb i h  dahu lu   laporan  pengurusan  Hak 

Guna  Usaha  yang  disampaikan  o leh  Penggugat  sebe lum 

menerb i t kan  keputusan  obyek  sengketa  ser ta  menunggu  

kepast i an  Iz i n  Lokas i  te rhadap  lahan  te rsebu t  t i dak  

te r j ad i  tumpang  t i nd i h  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  menerb i t kan  keputusan  obyek  

sengketa  seper t i  te rmuat  dalam Kons ide ran  menimbang  huru f  

b  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  yang  sebenarnya  dan  t i ndakan  

Tergugat  yang  t i dak  memperhat i kan  Laporan  Pengurusan  Hak 

Guna Usaha  disampaikan  oleh  Penggugat  sebe lum menerb i t kan  

Keputusan  obyek  sengketa ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  t i ndak  

lan ju t  te rsebu t  dapat  d ika tagor i k an  sebaga i  t i ndakan  yang  

melanggar  Azas  kecermatan  fo rma l  dar i  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik ,  karena  Azas  kecermatan  fo rma l  

menghendak i  semua  fak ta - fak ta  atau  masalah- masalah  yang  

re levan  d i i nven ta r i s as i  dan  d iper i k sa ,  untuk  mempero leh  

gambaran  yang  je l as  mengenai  semua  fak ta - fak ta   yang  

re levan  maupun  semua  kepent i ngan  yang  te rka i t  da lam 

mengambi l  Keputusan  (v ide  pendapat  Ind rohar t o ,  SH. ,  Buku  

I I ,  Usaha  Memahami  Undang- Undang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  Pustaka  Sinar  Harapan  Indones ia ,  2003,  Halaman 

177- 184)  dan  seka l i gus  melanggar  Azas  propors i ona l i t a s  

sebaga imana  dimaksud  pen je lasan  Pasal  3  angka  2  Undang-

Undang  Nomor  28 Tahun  1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  

yang  bers i h  dan  bebas  dar i  Kolus i ,  Korups i  dan  Nepot i sme  

karena  Terguga t  t i dak  mempert imbangkan  fak ta  bahwa adanya  

kesungguhan  Penggugat  yang  sudah  ber juang  mengurus  Iz i n  

secara  ber jen j ang  sesua i  keten tuan  yang  ber laku  se lama  

leb ih  dar i  sepu luh  tahun  ;  - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  kese lu ruhan  per t imbangan  

dia tas  maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  penerb i t an  

keputusan  obyek  sengketa  o leh  Tergugat  te rbuk t i  mengandung  

cacat  yur id i s  (caca t  hukum)  karena  di te rb i t k an  dengan  
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melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik  khususnya  

asas  kecermatan  fo rma l  dan  Azas  Propors iona l i t a s ,  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  53 ayat  2 huru f  b UU No.  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

tahun  2004,  seh ingga  oleh  karenanya  bera lasan  hukum 

gugatan  Penggugat  untuk  dikabu l kan  dan  se lan ju t nya  

te rhadap  Keputusan  obyek  sengketa  a  quo  harus  dinya takan  

bata l  ser ta  kepada  Tergugat  d iwa j i b kan  untuk  mencabut  

keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  menjad i  obyek  sengketa  a 

quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dikabu l kan ,  maka berdasarkan  keten tuan  Pasa l  110  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan Undang- Undang Nomor  

9  Tahun  2004,  te rhadap  Tergugat  d ihukum  untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  besarnya  akan  di te t apkan  dalam dik t um  

Putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhat i kan  sega la  

sesuatu  yang  te r j ad i  d i  pers i dangan ,  sesua i  dengan  

keten tuan  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun 2004,  maka semua bukt i - bukt i  para  pihak  yang re levan  

te lah  dipe rgunakan  Maje l i s  Hakim  sebaga i  bahan  

per t imbangan  untuk  memutus  perkara  te rsebu t ,  sedangkan  

bukt i  se leb ihnya  te tap  menjad i  satu  kesa tuan  dengan berkas  

perkaranya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menginga t ,  keten tuan  yang  dia tu r  da lam  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan Undang- Undang Nomor  
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9 Tahun  2004  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

M E N G A D I  L I  :

DALAM EKSEPSI  :  

Menolak  Ekseps i  Terguga t   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :  

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  Keputusan  Tergugat  berupa  Keputusan  Nomor  

:               SK.34/Menhut - I I / 2008  tangga l  14  

Februar i  2008 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  mencabut  Keputusan  Tergugat  Nomor  

SK.34/Menhut - I I / 2008   tangga l  14  Februar i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Tergugat  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  

94.000 , -  (Sembi lan  pu luh  empat  r i bu  rup iah ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                

   Demik ian  d ipu tus  dalam  rapa t  musyawah  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  har i  

SENIN,  tangga l  24  Nopember  2008  o leh   kami  H.  ARIYANTO, 

SH. ,  MH.,  Waki l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  

se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  UJANG ABDULLAH, SH. ,  Msi . ,  dan 

WENCESLAUS,  SH. ,  masing- masing    sebaga i    Hakim 

Anggota ,  Putusan  mana   diucapkan  dalam  s idang  yang  

dinya takan  te rbuka  untuk  umum pada  har i  SELASA,  tangga l  

25  Nopember  2008  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,   dengan  

diban tu   o leh   NANANG DAMINI ,  SH. ,   sebaga i   Pani te ra  

Penggant i  Pengad i l an  Tata   Usaha Negara  Jakar ta  dan dengan  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum 

Tergugat .

HAKIM ANGGOTA,                                    HAKIM 

KETUA MAJELIS,

UJANG ABDULLAH, SH. ,  M.Si .                            H.  

ARIYANTO, SH. ,MH.

WENCESLAUS, SH.                    

  PANITERA PENGGANTI,

 

NANANG DAMINI ,  SH.

Per inc ian  Biaya  :
-  Kepani t e raan  ……..………………………... . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
80.000 , -     
-  Metera i  Putusan  . . . .……………………………………. Rp.      6.000 , -
-  Redaks i  Putusan  . . .……………………………………. Rp.     
5.000 , -
-  Leges  
Putusan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . Rp.          3.000 , -  +

JUMLAH     Rp.    
94.000 , -  

           (Sembi l an  puluh  empat  r i bu  
rup iah ) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76


